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RINGKASAN

Tanah dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan. Dalam masa
pembangunan tanah merupakan suatu masalah yang sangat penting peranannva bagi
kebethasilan pembangunan. Setiap ada pembangunan maka disitu pula diperlukan
pengadaan tanah (tempat) guna pembangunan. Karena ita kebijakan pembangunan
dan kebijakan pertanahan harusiah sejalan  dan ndak  saling  mengabaikan
Diabaikannya kedua hal tersebut dapat mengakibatkan timbuliya bermacam-macam
jenis persoalan tentang lanah secara mudah seperitv yang Pennlis tuanghan dalas
skripsi yang berjudul "Tinjavan Yuridis Penyerahan Ganti Ruer Atas Pembelian
Tanah Yang Belum Di Sertifikatkan Yang Terkena Pembebasan Untok Jatan U
Dalam judul skripsi tersebut penulis mempernuasalahkan mengenal proses pemberian
pant rugi ferhadap tanah yang akan di bebaskan serta akibat hukum bagi Penjual dan
Pembeli setelab dikeluarkan putusan Mahb anmah Aging Rep. No. 674 Kipdt/1989
Penulisan Skripsi ini bertujuan guna meisenuhi dan clengkapt scebagiain syarai-
syarat dan tugas-tugas uniuk 1oencapai gelar Sarjana Mub v serie untub sengeiabui
bagaimana proses pemberian ganti rugi terhadap tanah yang akan dibebaskan seeura
benar menvrit peraturan perundang-nndangan vane berlahn seiingea akibat hkonn
dari adanya permasalaban di atas dapat  dilaksanakar  olel piak-pilak  yang,
Lersangkutan sccara benar sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran. Dari Penulisan
skripsi ini dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanab dalam hal i selab
Camat kurang melaksanakan tugas dan kewapbannya serta tidak  memperhatikan
adanya pemisahan administrasi pertanaban dan admivistrasi pemerintaban, sehingpa
dengan adanya pembebasan tanah seperti yang terjach di Kupang tersebut akan dapat
menimbulkan kekacauan administrasi dan dapat memmbulkan kesalahan pemberian
ganti rugi terhadap pemilik tanah yang sah menurut hukum vang berlaku. Schingga
+ diharapkan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah perly metyalankan lebily
maksimal tugas dan kewajibannya serta diharapkan dapat lebih mendayagunakan
tugas-tugasnya ferutama fugas di bidang  administrasi  pertanahan maupumn
adminisirasi pemerintahan. Dengan demikian Perauan Camat seinkn Pejabat pembua
Akta Tanah dapat lebil menckan timbulnya iasalali-iasalal posianaliog yang dapal
menghambat laju pembangunan di negara kita. Di samping it tugas dan kewajibay
vang telah diberikan kepada Panitia Pembebasan Tanal yang tercasdum dalam pasal s
PMIN No. 15 Tahun 1975 lendang Tata Cara Pembebasan Tanah dadion hal ini lenos
mereka laksanakan semaksimal muanghkin, Kecermatan, ketelitios dan Lehati hatiag
dalam melakukan pemberian gautl rugr sangat diperlukan agar iidak terjacdt suatn
kesalahan subjek yang dituju atau pemegang hak ates tanah vaus sab. vaitu seunsal
dalam hal tegjadi jual beli tanal; dimana beluin Jidakukan peradibin hak sepeiti dataun

kasus putusan Mahkamah Agung No. 671 KAdY1080 Dengan demikian apabila
terjadi snatu pembebasan hak atas tanal pemberian panb rupi harus difakukan secar
teliti dan hati-hatt serta dilaksanakan sesuai dengan peraiuran perundang-undangan
yang berlaku

Xl
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara di scluruh dunia termasuk Negaja Indonesia dalam
kchidupan bernegaranya selalu mengalami suatu perkembangan, baik
perkembangan fisik maupun non fisik. Perkembangan fisik dapat diketahui
dengan adanya pembangunan dan pertambahan sarana dan prasarana vang
ada, seperti gedung-gedung perkantoran, Sekolahan, Puskesmas, Jalan
Raya atau jalan umum dan sebagainya. Di dalam perkembangan fisik
terscbut tidak dapat terlepas dari penggunaan tanah scbagai tempat
berpijaknya. Dengan adanya peningkatan perkembangan fisik maka
kebutuhan akan tanah semakin meningkat pula karena hubungan antara
tanah dengan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan satu dengan yang
lainnya. Hal tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan
hidup rakyatnya (Abdurrahman, 1996:24).

Berkaiatan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan
bangsa, pemerintah Indonesia mengusahakan suatu pembangunan di scgala
bidang yang diwujudkan antara lain melalui penyediaan sarana dan
prasarana transportasi baik melalui darat, laut maupun udara secara lebih
merata serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan
memelihara sarana dan prasarana yang ada maupun yang masih dalam
taraf pembangunan.

Pelaksanaan Pembangunan seperti pembangunan jalan umum
membutuhkan tanah yang cukup panjang, sedangkan tanah yang
dibutuhkan tersebut dapat mencakup hak atas tanah milik negara maupun
hak atas tanah milik rakyat atau masyarakat. Apabila mencakup hak atas
tanah milik negara maka persoalan yang timbul tidak begitu banyak
dibandingkan apabila pembangunan tersebut memerlukan pembebasan hak

atas tanah milik rakyat atau masyarakat yang bersangkutan.
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Persoalan tentang pembebasan hak atas tanah vang di dalamnya
mencakup tentang pemberian ganti rugi tersebut terutama dalam kaitanya
dengan pelaksanaan pembangunan merupakan masalah yang banyak
mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan persoalan
tanah sangat sensitif sifatnya. Tanah tidak hanya mengandung  aspek
ckonomi dan kesejahteraan akan tetapi juga menyangkut masalah sosial,
politik, kultural, psichology dan religius. Berdasarkan hal tersebut maka
dalam memecahkan berbagai masalah yvang berkenaan dengen tanah, bukan
saja hanya mengindahkan prinsip-prinsip hukum akan tetapi juga harus
memperhatikan  asas  kesejahteraan, asas ketertiban  umom dan asas
kemanusiaan agar masalah pertanahan terscbut tidak berkembang menjadi
Kerusakan yang menganggu stabilitas masyarakat. ( Abdurahman dalam
tahiun 1978 b.1:8).

Demikian halnya dengan pelaksanaan pembebasan tanah untuk
pembuatan jalan umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang
pada saat itu sedang menjadi sengketa karena adanya Lesalahan dalam
pemberian ganti rugi antara Steve Foch warga Jl. Kosasih, Keclurahan
Bonipoi, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Dati 11 Kupang
(Penggugat) dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Kupang cq. Kepala
Direktorat Agraria Kabupaten Kupang (Tergugat 1) serta Arnolud Ndolu,
* warga Desa Oebofu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Dati 11
Kupang (Tergugat II).

Keberadaan sengketa ini merupakan bukti nyata bzhwa persoalan
tanah dalam pembangunan merupakan permasalahan yang cukup peka.
Kenyataan ini sering terjadi-dan merupakan awal dari timbulnya masalah-
masalah nasional yang dapat menghambat pembangunan bangsa dan inilah
yang menycbabkan penulis memilih judul skripsi tentang : “Tinjauan
Yuridis Penyerahan Ganti Rugi Atas Pembelian Tanah Y ang Belum Di
Sertifikatklan Yang Terkena Pembebasan Untuk Jalan Umum Untuk
Kepentingan Umum ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.1 Reg.
No. 674 K / PdtL/ 1989 )",
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dikaji permasalahan vang
berkaitan dengan penyelesaian perkara ganti rugi pengadaan fanah untuk
keperluan sarana dan prasarana transportasi jalan raya guna peningkatan
kescjahteraan rakyat yaitu :
1. Bagaimanakah proses pemberian ganti rugi terhadap tanah yang akan
dibebaskan ?

Bagaimanakah akibat hukum bagi pcnjuél dan pembeli hak atas tanah

F\J

yvang bersertifikat No 354 setelah dikeluarkanya putusan Mahkamah
Agung R.I. Reg. No. 674 K / pdt / 1989 9

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini
adalah diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-
syarat dan tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember serta untuk mengetahui proses pemberian ganti
rugi terhadap tanah yang akan di bebaskan dan untuk mengetahui akibat
hukum bagi penjual dan pembeli  setelah  dikeluarkannya putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 354 K / pdt / 1989,

Schingga diharapkan hasil penulisan  ini  dapat membantu atau

. menyumbangkan buah pikiran dan pendapat dalam rangka meningkatkan

penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran terutama mengenai bagaimana
suatu peraturan dapat benar-benar diterapkan sesuai dengan apa yang di

maksudkan, demi terciptanya cita-cita hukum.

1.4 Metodologi
Metodologi adalah proses prinsip-prinsip dan prosedur dengan
mana saya mendekati masalah dan mencari Jawabanya. Adapun metode

penyusunan yang digunakan adalah :
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1.4.1 Pendekatan Masalah

Sebagai bahan analisis untuk mencapai suatu pembahasan yang
sesuai dengan tujuan penulisan maka dalam hzl ini dipergunakan suatu
pendekatan secara yuridis normatif, artinya adalah membahas aspek-aspek
permasalahan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan scbagai data yang mempunyai kekuatan mengikat (Ronny

Hanitijo Soemitro, 1988:9).

1.4.2 Sumber Data
Menurut Widyaprakosa, S. Tjuk Wirawan. Maryono. I, Made, S. Sri
Surani dan Bambang,W. (1998:14) menyatakan bahwa Pada dasarnya
sumber data itu dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data
sckunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh sccara langsung
dari objek penelitian, sedangkan sumber data sckunder adalah data yang
diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun informasi
lain.
Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber dat skunder yang
meliputi : A
1. bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang
berkaitan atau yang ada hubungannya dengan materi penulisan.
Contoh : Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria.

[

- bahan  hukum seckunder yaitu buku literatur dan media cetak
lainnya yang menunjang dan menambah wawasan scbagai landasan
leort. '

Contoh : Hasil-hasil penelitian, Karangan ilmiah para sarjana.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk  memperoleh  dan  mengumpulkan data dalam rangka
penulisan skripsi ini, mcliputi studi literatur atau penclitian kepustakaan.

Menurut  Rony Hanitijo Soemitro  dalam bukunya yang berjudul


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

h

Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri dinyatakan bahwa yang
dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah usaha mempelajari serta
menganalisis  tulisan  ilmiah dan mempelajari dokumen (1988:9).
Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen tersebut adalah yaitu putusan
Pengadilan Negeri Kupang No. 73 / PDT / G/ 1983 / I'N-Kpg, putusan
Pengadilan Tinggi No. 92 / PDT / 1988 / PTK serta putusan Mahkamah
Agung R.I Reg. No. 674 K / Pdt / 1989 dengan tujuan untuk mendapatkan,
mengembangkan dan membandingkan suatu kebenaran secara teoritis dan
ilmiah, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya

dengan materi penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir setelah semua data yang
diperoleh terkumpul. Suatu hal yang penting dari analisis data adalah
diperlukannya obyektifitas. Penyusunan skripsi ini dalaa menganalisis
datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif vaitu suatu metode
yang bersifat memberikan keterangan, penjelasan dan uniuk memperoleh
gambaran sccara singkat bérkailau Sualu permasalahan  didasarkan atas
peraturan perundangan schubungan dengan permasalahan yang dibahas,
yang disusun secara logis dan sistematis schingga diperoleh Kejelasan dari

“.masalah yang dikaji (Rony Hanitijo soemitro 1988:11 ).
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BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Fakta

Amolus Ndolu memiliki dua bidang tanah masing-masing GS. No.40 dan GS.
No.41/1981, yang kemudian dikukuhkan dalam sertifikat Hak Milik Tanah No.354
dengan luas 6.915 M2, Tanah ini terletak di kota Kupang. Pada tanggal 18 Juli 1983,
tanah bersertifikat No. 354 tersebut oleh pemiliknya (Arnolus) dijual bebas kepada
Steve Foeh yang dituangkan dalam akta P.P.A.T. Pada suatu saat, Pemerintah Daerah
Kabupaten Kupang merencanakan untuk membuat jalan umum yang lokasinya akan
meliputi pula tanah sertifikat No.354 tersebut.

Pemerintah daerah membentuk "Panitia Pembebasan Tanah" yang akan
menyelesaikan hak atas tanah untuk kepentingan proyek jalan umum yang
direncanakan tersebut serta melaksanakan pemberian ganii rugi uangnya kepada
pemilik tanah yang akar_x dibebaskan. Para pemilik tanah yang terkena pembebasan
tersebut dipanggil untuk diajak bermusyawarah oleh Panitia Pembebasan Tanah
untuk menentukan besarnya vang ganti rugi.

Karena tanah bersertifikat No. 354 ini masih tercantum nama pemilik lama
Arnolus, maka dia yang hadir dalam musyawarah ini dan menerima uang ganti rugi
atas tanahnya dari Panitia Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat 1I
Kupang. Steve Foch yang mendengar bahwa tanah yang bersertifikat No. 354 yang
pada tanggal 18 Juli telah dibelinya dari Amolus Ndolu itv telah dibebaskan olch
Pemerintah Daerah dan uang ganti ruginya diterimakan kepada Amolus, kemudian
Steve Foeh meminta agar vang ganti ruginya tersebut diberikan kepadanya. Akan
tetapi oleh Pemerintah Daerah cq. "Panitia Pembebasan Tanah" menolak permintaan
Steve Foeh tersebut dengan alasan uang telah diterima oleh Arolus.

Setelah diteliti ternyata di dalam buku tanah Pemerintah Daerah, Tanah
No.354 masih tertulis pemilik lama Amolus. P.P.A.T - Camat dan Kepala Desa,
Tidak melaporkan pergantian pemilik tanah dari pemilik lama (Amolus) kepada
pemilik baru (Steve Foeh) di Kantor Badan Pertanahan Nasional.
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Akibat tidak ad‘anya laporan ini, maka di dalam Buku Tanah Agraria
tersebut masih tertulis nama pemilik lama yaitu Arnolus. Karena tidak ada
penyelesaian tentang masalah ini, akhirnya Steve Foeh yang merasa dirinya
dirugikan dalam masalah ganti rugi, mengajukan gugatan perdata di
Pengadilan Negeri Kupang, dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sahnya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II atas tanah GS
1376/83, sertifikat No. 354 yang dibuat di depan pejabat pembuat akta tanah
tanggal 8 Juli 1983;

3. Membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batalnya pembebasan serta ganti rugi
tanah milik Penggugat yang dilakukan olch Tergugat I dan Tergugat II;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah membebaskan tanah milik
Penggugat tanpa bermusyawarah dengan penggugat adalah “perbuatan penguasa
yang melanggar hukum”;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Il yang telah melakukan pembebasan
serta telah menerima ganti rugi dari Tergugat I adalah perbuatan yang tidak sah;

6. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminan atas tanah dalam perkara ini;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verzet, banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Memohon putusan lain yang dianggap adil dan bijaksana.

Bahwa terhadap gugatan terscbut telah dinyatakan tidak dapat diterima
oleh Pengadilan Negeri Kupang, yaitu dengan putusannya tanggal 15 Maret
1988 No. 73/Pdt/G/1983/PN.KPG.

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya tanggal 26 Oktober
1988 No. 92/Pdt/1988/PT.K.

Atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Kupang Penggugat-
Terbanding mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Bahwa
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keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya

tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dalam menerapkan
hukum sebab dalam putusannya mengakui adanya transaksi jual beli
antara Penggugat asal dengan Tergugat asal II scbelum dibebaskan olch
tergugat asal I, maka dengan adanya pengakuan ini Penggugat asal
sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi (putusan Mahkamah
Agung R.I. No. 1674 K/Sip/1982), disatu pihak jual beli tanah yang sudah
dianggap sah tidak boleh dibatalkan, karena belum didaftar untuk balik
nama (putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1975 No. 765
K/Sip/75); dilain pihak karena tergugat asal tidak bermusyawarah dengan
Penggugat asal sebagai pemilik terakhir atas tanah sengketa adalah
bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 jo pasal 6 ayat 1 dan 2
huruf C. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975;

2. Bahwa pelepasan hak yang dilakukan cleh Tergugat asal II adalah dengan
itikad buruk dengan demikian pelepasan hak atas tanah sengketa antara
Tergugat asal I dengan Tergugat asal II yang didasarkan atas itikad buruk
tersebut dengan sendirinya tidak sah dan harus dibatalkan;

3. Bahwa Judex facti tidak tepat dan tidak benar dalam mempertimbangkan
alat-alat bukti Penggugat asal baik alat-alat bukti tertulis maupun bukti-
bukti saksi, padahal Penggugat telah mengajukan empat orang saksi
termasuk di dalamnya Camat Kupang Tenggah dan Kepala Daerah Desa
Oebufu
yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat asal, karenanya

terhadap hal-hal yang menyangkut pembuktian pada Tingkat Kasasi masih

diperkenankan oleh Pendirian Mahkamah Agung R.I. (putusan Mahkamah

Agung R.I. No.1159 K/Pdt/1986);

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi : STEFE FOEH, S.H. tersebut ;
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No.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, tangaal 26 Oklober 1988

92/PAUT9RR/PT.K. dan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Marel

1988 No. 73/Pd/(G/1983/PN.KPG.;
DAN MENGADILI SENDIRI :

Mengadili gugatan Subsidair.

| ]

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah, jual beli antara Pengpugat dengan Iergugat [l atas tanah GS.
No.1376 / 1983 sertifikat No.354 vang dibuat oleh dan dihadapan Pejabai
Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanggal 8 Tuli 1983

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat | yvang felah membebaskan tanah milil,
Penggugat dan porbuatan Tergugat 1 yang telah mcocriing ganti rugi dari
Fergugat T tersebut adalah merupakan “perbuatan melawan fiokam”™

Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugj yang dibayar fergugat [ kepada
Tergugat 11 tersebut adalah tidak sah;

Menghukum Terougat T dan Terpugat 11, untuk membavar semua biava perkara
baik

dalam tingkat pertama, tingkat banding dan Kasasi, biaya dalam tingkat kasasi ini

ditetaphan schesar Rp 20.000,00(dua pululy ribu rupial);

2 Dasar Hukum

Dasar hukum vang digunakan adalah vang berkaitan dengan permasalahan

vang dibahas :

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria

‘Pasal 3

Huknm Agraria vang hﬂl'iku atas bumi aiv dan ruang anekasa ialah hokum
adai, scpanjung tidak bertentangn dengan Lu)\.nluw.m nasional dan negara,
vang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialistme Indonesia seri
dengan peraturan-peraturan yang fercantum dalam Undag-undang ini dan
dengan peraturan perundangan lamva, segala sesuatn denzan mengindahkan
unpsur-unsur yang bersandar pada hukum agama,
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Pasal 19 avat (1) : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang Tata Cara
Pembebasan Tanah
Pasal 1 Ayat (1) . "Yang dimaksud dengan pembebasan tanah ialah melepaskan
hubungan hukum vyang semula terdapat diantara pemcgang hak/penguasa atas
tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi”,
Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang  Pengadaan Tanah Ragi Pelaksanaan
pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Pasal 1 angka 7 : "Ganti Kerugian adalah penggantian atas nilai tanah  berikut
bangunan, tanaman dan / atau benda-benda lain yang terkaii dengan tanah
sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”.
Yurisprudensi Mahkamah Agung
a. Putusan Mahkamah Apung No. 123 K/sip/1970
1. Jual beli tanah saat ini adalah bersifat tunai:
2. Pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah Mo, 1O tahun 1961 hanya
bersifal administraiif;
3. Jual Beli tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah asaikan
syaral-syarat materiil mengenai Jual Beli sudah dipenuhi.
b.  Putusan Mahkamah Agung No.601 K/sip/1972
Jual Beli tanah yang dilakukan di desa dan diketahui oleh Lurah desa dan
Camat sclaku pejabat akta tanah sudah cukup membukt:kan adanya jual beli
yang sah (Syarat untuk sahnya sudah dipenuhi) dan syarat-syarat menurut
pasal 19 UUPA No. 5-tahun 1960 mengenai ini, bukan menentukan syaral
untuk sah tidaknya perjanjian jual beli, tetapi hanyvalal untuk suatu svarat
pembuktian yang harus diikuti setelah terjadinya suaru perjanjian vang sah.
¢. Puatusan Mahkamah Agung No.24? K/sip/1958
Menurut Tlukum Adat, ikut scrtanya Kepala Desa dalam transaksi tanah

bukan suatu syaral mutlak untuk sahnya jual beli i, Scbatiknya walaupun
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Jual belt itu dilakukan tidak sesual  dengan  peraturan-peraturan vang
ditetapkan oleh hukum adat, masih dapat diangeap sah, bila (ransaksi ity

dilakukan dengan itikad baik,

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Undang-undang Pakok Agraria No.
S Tahun 1960

Dengan dibcr]nkukanyn ULPA (UL No. S tahun 1960 1 KL 1960-104) sejak
tanggal 24 September 1960, maka discluruh Indonesia telah betaku sebuah unifikasi
hukum agraria yang mengakhiri suasana dualisme hakum antag. hukum barat di saiu
pihak dan hukum adat dilain pihak di bidang hukum agraria. engan UUPA telah
diadakan perombakan sccara revolusioner dilapangan hukum agraria dan hukum
agraria vang berlaky schagai hukum positif' di Indonesia hanyalale ULIPA beserta
peraturan-peraturan pelaksanaannya saja (Bachtiay AMlendie, 1993:21),
Akibat hukum di sini adalah berkenaan dengan jual beli hak atas tanah
dimana fontunya sistem yang dipakai peibuatan Lukum gual beli hak atas tanal
tersebut adalah sistem yang tercermin dajam ketentuan UUEA {cisebul,
Jika kita menengok  Ketenluan-ketentuan vang (ercaninm dalam pasal >
UUPA maka di sana telah disebutkan bahwa hukum adatial vang diberfakukan untuk
hukum: agraria vang harn denpan ketentuan bahwi hukum e vang dhnvatakan
“berlakn tersebut tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan nosional dan neoara

vaiig berdasarkan atas persatuan bangsa: sosialisie lndoncesia; hetentuan-hetentuan
dalam UUPA; peraturan-poraturan lainnya i bidang agiania; Jdengan unsur-unsu
agama. Dengan demikian hukum ada yang berlaku adalai hubem ada yang telah
disancer, ;

Dengan melihat koniruksi hukum tersebut di atas, maka domikian pula halnva
herkenaan dengan jual beli hak atas lanah, tentunya sistem yano dipakai sehubungan

ehzan perbuatan hukum jual beli hak atas tanab tersebut adalal sistem yang dianul
dadam Thuhum Adai, dengan demikian hukuia bagat idak bodaku lagi ITal ing

merupakan konsekuensi logts, karcna dasar pembentukan huhem tanah nasional
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adalah hukum adat sebagaimana dapat ditemukan penjabaranya dalam berbagai pasal

UUPA secara eksplisit maupun implisit, yakni dalam :

1. Konsiderans : “Bahwa berhubung dengan apa yang disebut dalam pertimbangan-
pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas
hukum adat tentang tanah....”(Harun Al Rashid, 1987:89);

2. Pasal 5 : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
negara,...”(1987:94);

3. Penjelasan pasal 5 : Penegasan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dalam hukum
agraria yang baru (1987:132);

4. Penjelasan umum angka III (1) : “Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar
tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan
pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu...."(1987 129

5. Penjelasan pasal 16 : “Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam pasal 5 bahwa
hukum pertanahan nasional itu didasarkan pada hukum adat,....”(1987:134),

6. Pasal 56 : “Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam
pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan
hukum adat setempat....”(1987:111).

Pengertian Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan
pembayaran, dimana Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang
dijualnya dan berhak menerima pembayarannya dari Pembeli dan Pembeli
berkewajiban menyerahkan pembayarannya (uangnya) dan berhak menerima
barangnya (Hilman Hadikusuma, 1994:77).

Jual beli tanah yang menyebabkan beralihnya hak milik dari Penjual
kepada Pembeli untuk selama-lamanya disebut “jual lepas”, yang di dalam
bahasa Jawa disebut "‘adoi plas”, “adol jugil” (Ngoko) atau “sade plas”,
“sade jugil” (kromo) (1994:108).

Perbuatan jual lepas adalah perbuatan tunai (kontante handeling) yang
berlaku dengan “riel” dan “kongrit” artinya “nyata” dan “Jelas™ dapat

ditangkap oleh panca indera seseorang.
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Sifat “riil” berarti bahwa kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan
perbuatan yang nyata untuk menunjukkan tujuan jual beli tersebut, misalnya dengan
diterimanya uang oleh penjual, dan dibuatnya perjanjian dihadapan kepala desa.
Sifat “terang “, berarti bahwa untuk perbuatan hukum tersebut haruslah
dilakukan dihadapan Kepala Desa scbagai tanda bahwa perbuatan itu tidak
melanggar hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Budi Harsono, S.H vang mengatakan bahwa
pengertian jual beli menurut hukum adat adalah perbuatan hukum
pemindahan hak (jual beli, tukar menukar, hibah) merupakan perbuatan
hukum yang bersifat tunai (Harun Al Rashid, 1987:51).

Sifat hukum “tunai”, artinya penyerahan haknya oleh penjual
dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli, dengan
perbuatan hukum jual beli tersebut, maka seketika itu juga terjadi peralihan
hak. Harga yang dibayarkan pada saat penyerahan hak tidak harus lunas atau
penuh dan hal ini tidak mengurangi sifat tunai tadi. Kalau ada selisih atau
sisa harga, maka hal terscbut dianggap sebagai hutang pembeli kepada
penjual yang tunduk pada hukum hutang piutang.

Senada dengan pendapat di atas Bachtiar Effendi di dalam bukunya
yang berjudul Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah sistem yang dipakai
berkenaan dengan jual beli hak atas tanah ini dalam hukum adat umumnya
dikenal dengan sistem yang kongrit atau kontan atau nyata atau riel, dimana
perpindahan hak atas tanah serentak terjadi begitu pembayaran harga tanah
diserahkan oleh pembeli. Demikian pula dengan pertemuan kehendak harus
dikongritkan dengan penyerahan panjar supaya mengikat secara Hukum
Adat. Persetujuan jual beli yang di buat di atas zegel atau di buat tanpa di
atas zegel tapi di bubuhi dengan materai secukupnya yang dibuat para pihak
dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan, sekaligus berlaku sebagai
penyerahannya dan oleh karena itu hak milik atas tanah tersebut telah beralih
kepada pembeli (1993:22).

Menurut K. Wantjik Saleh, S.H pengertian jual beli tanah menurut

hukum adat adalah merupakan perbuatan hukum, yang mana pihak penjual
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menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya,
pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah
tersebut pada penjual. Sejak saat itu, hak atas tanah telah beralih kepada
pembeli (1990:30).

Seperti juga dalam suatu jual beli pada umumnya, yang mana menurut
Haryanto T yang menyatakan bahwa jual beli dalam Hukum Adat ini sesuai
dengan cara berpikir orang-orang Indonecsia asli, yang lebih bersifat
mengalami sendiri secara nyata atau kongret (1981:8).

Menurut Haryanto .T bahwa yang dimaksud dengan jual beli tanah menurut
Hukum Adat adalah suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang
bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk sclama-lamanya pada saat mana
Pembeli menyerahkan harganya kepada Penjual, Pembayaran harganya dan
penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan meskipun pembayarannya
baru sebagian, menurut hukum adat sudah dibayar penuh. Jadi di dalam hukum adat,
jual beli tanah bersifat tunai. Sisa pembayaran harga yang pada kenyataannya belum
di bayar penuh dianggap sebagai hutang pembeli pada penjual atas perjanjian utang-
piutang yang dianggap terjadi antara pembeli dengan penjual (bekas pemilik) setelah
jual beli tanah dilakukan (1981:6).

Perjanjian utang-piutang itu tidak ada hubungan hukumnya dengan jual beli
tanah yang telah dilakukan. Jadi bilamana kemudian pembeli tidak bisa membayar
sisa harganya maka bekas pemilik (Penjual) tidak dapat menuntut pembatalan jual
beli yang telah dilakukan, karena penyelesaian sisa harganya tersebut harus
dilakukan menurut perjanjian hutang-piutang.

Oleh sebab itu pengertian jual beli tanah menuirui UUPA harus diartikan
sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah
untuk selama-lamanya) oleh Penjual kepada Pembeli, yang pada saat itu juga
menyerahkan harganya kepada Penjual. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak
milik atas tanah dari Penjual kepada Pembeli itu termasuk Hukum Agraria atau
Hukum Tanah (Haryanto T.,1981:10).
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Tegasnya "jual beli tanah" sekarang ini pengertiannya adalah pihak penjual
menyerahkan tanah dan pembeli membayar maka berpindahlah hak atas tanah dari
penjual kepada pembeli.

2.3.1.1 Syarat-syarat sahnya Jual Beli Tanah

Dalam pelaksanaan jual beli tanah, tentunya ada pihak-pihak yang
tersangkut di dalamnya yaitu pihak calon Penjual (subyek) sebagai pihak
yang mempunyai tanah yang akan diperjualkan (obyck) kepada pihak lain
yang disebut sebagai calon Pembeli (subyek) yang berkeinginan memiliki
atau mempunyai tanah tertentu yang sesuai dengan hasratnya (Harun Al
Rashid, 1987:17). Ketiga tersebut (unsur subyck ada 2 yaitu Penjual dan
Pembeli, dan obyek) harus ada dalam setiap transaksi hak atas tanah, karena
tanpa adanya salah satu ‘unsur tersebut jual beli tidak mungkin dapat
terlaksana atau tidak sah.

Pada dasarnya Hukum Adat tidak mengenal ketentuan sebagaimana di
sebut dalam pasal 1320 K.U.H.Perdata, dimana untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan adanya empat syarat yaitu "Kesepakatan", "Kecakapan untuk
berbuat", "hal yang tertentu" dan "causa yang halal". Yang penting bagi
masyarakat adat dalam pelaksanaan perjanjian bukan unsur subjektif atau
objektif tetapi terlaksana dan terjadinya perjanjian itu di dasarkan pada
kesepakatan ("bulat mufakat") tunai dan tidak tercela. Yang dimaksud tidak
ada celannya yaitu masyarakat lingkungannya tidak ada yang
mempersoalkan, tidak ada yang merasakan perjanjian itu tidak baik.
Sebaliknya walaupun perjanjian itu dibuat dihadapan Kepala Kampung, jika
masyarakat mempersoalkannya, menganggap hal itu tidak baik, maka
perjanjian itu sebenarnya tidak sah (Hilman Hadikusuma, 1994:117).

Menurut Prof. Soepomo ikut sertanya pengurus desa dalam pembelian
tanah itu adalah untuk mendapatkan lebih banyak jaminan hukum (kepastian

hukum) bagi pembeli dan karena itu pembeli memperoleh hak untuk
medapatkan perlindungan hukum sepenuhnya. Pendapat ini tidak

menckankan bahwa ikut sertanya pamong desa diperlukan untuk sahnya
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transaksi, tetapi hanya untuk lebih banyak terdapal adanya jaminan dan
perlindungan hukum. Jadi ikut serlanya pamong desa semata-mata guna
penguat kedudukan pembeli. Dengan demikiap suatu transaksi jual beli tanah
diluar pengetahuan pamong desa adalah  sah  {Iilman Hadikusuma,
1994:118).

Mengenai ketentuan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1960 dan
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tidak meneatur secara lerperinet
mengenai syarat-syarat sahnya jual beli, Hanya saja dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No 10 Tahun 1961 menvatakan :

“Setiap perjanjian yang bermaksud me 'mindalikan  hak atas tanah,
memberikan  sesuatu hak baru atas tanah, menjamimkan tanah atau
meminjamkan vang dengan hak atas tanah <o bagai (angungoan, harus
dibuktikan dengan suatu akig yang dibuai oleh dan dihadapan Pejabal
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (sclanjutnya dalam  Peraturan
Pemerintah ini discbut - Pejabat)”,

Berdasarkan ketentuan di atas, tnaka jual beli hak mifik aias tanah harus
dibuktikan dengan suatu akta vang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah atau di singkat PPAT. Akan tetapt ial tersebut bukan
merupakan syarat sahnya jual beli hak milik atas tanabh. Hanva ini perlu
dilakukan guna kepastian hukum dan penguat kedudokan p«:rnhc!i.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Mahlan b Agung Republil
[ndonesia dalam putusannya Reg. No. 601 K/ Sip 7 1972 bahwa jual beli
tanah yang dilaksanakan di desa dan diketahui vieh furah Desa dan Camai
sclaku Peyabat Pembuat Akta Lanah sudah cukup membuktikan adanya jual
beli vang sah (syarat untuk sahnya telah dipenuniy dan syarat-syarat menurut
pasal TO TTUIPA No. 5 Tahun 1960 mengenai ini, tetapi hanvalah suatu svarat
pembuktian yang lmrus diikuti setelah terjadinya suatu jual beli yvang sah
(Iilman Hadikusuma, 1994 - 123).

Dengan  demikian  kelentuan yang ada dalam pasol 19 Peraturan
Femerintah No. 10 tahun 1961 Jjuga bukan merupakan syarat sahnya suatu
Jual beli hak milik atas tanah, akan tctapi hanvalah suatu syarat pembuktian

vang harus diikuti setelah terjadinya suatu jual beli yang sah.
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2.3.1.2  Itikad Baik Dalam Jual Beli

Masalah itikad baik (Te Goeder Trow) adalah masalah vang penting
dalam hukum perdata, yYang erat sckali kaitanya dengan kehidupan
masyarakat. Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada diri seseorang
yang memegang suatu kebendaan dan sctiap orang yang incnudueh orang lain
beritikad baik, maka harus dapat membuktikan.

Dalam suatu jual beli adanya tikad baik dari pthak yang mengadakan
perjanjian bisa menjadikan pithak vang merasa dirugilan  menghentikan
perjanjian. Dalam peroanlan hukum schari-havi, pihak vang beritikad haik
patut mendapatkan  perlinduncan  hakum. scdangkan  nthak  yang  tidak
beritikad  baik  tidak mendapatkan  porlindungan hukam (Djaja S
Mecliala,1987: 1).

Itikad baik diwaktu membual suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang
yang beritikad baik menaruh Kepercayaan sepenuvhnya kepada pihak lawan
yang di anpgap injur dan tidak menyembunvikan sesuaty vang buruk vang
kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesuiitan (Abdurrahman, 1976 -
26).

Ralau itikad baik pada wakiu membuai perjanjian beraiti hejujuran
maka itikad baik dalam tahap pelaksanaan pevianjian ada kepatutan, yaitu

suatu penilatan baik terhadap tindak tanduk suatu  pthak dalam hal

. melaksanakan apa vang telah diperjanjikan schagai mana diketahui pasal

1338 ayat 3 KUHPJt memerintahkan Supaya semua perjanjian dilaksanakan
dengan itikad baik (1976 : 27). Hal ini bertujuan untuk miencegah kelakuan
vang tidak patut atau sewoenang-wenang dalam hal pelaksanaan perjanjian

tersebut.

2.3.2 Tata Cara Pemberian Ganti Rugi Dalam Pembebasan Tanah

Di dalam melaksanakan proyek-proyek, vang sifatnya periuasan
maupun  pembangunan  baru, maka diperlukan  tanah untuk Keperluan
pelaksanaan proyek, seperti membuat atau melebarkan Jalan yang telah ada.

Dalam melaksanakan proyek guna pembangunan yang memerlukan tanah
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dengan status hak perorangan maka harus melalui “acara pembebasan tanah”
menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 ( Soetomo,
1984 : 24).

Yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah perbuatan hukum
untuk melepaskan hubungan antara pemegang hak dengan tanah sehingga
kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai langsung oleh Negara
berdasarkan persetujuan musyawarah kedua belah pihak, dengan pembayaran
ganti rugi ( 1984 : 25).

Masalah pokok yang banyak mendapat perhatian dalam pelaksanaan
pembebasan hak atas tanah ini adalah persoalan mengenai ganti rugi, karena
persoalan ini adalah menyangkut masalah hak-hak dari si pemilik tanah yang
tanahnya dibebaskan, sehingga dapatlah dikatakan bahwa unsur yang mutlak
yang harus ada dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah atau dalam
pencabutan hak atas tanah adalah unsur ganti rugi (Abdurrahman,1996:51).

Pengertian ganti kerugian itu sendiri adalah suatu penggantian atas
nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan / atau benda-benda lain yang
terkait dengan tanah secbagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas
tanah. Hal tersebut berdasarkan pasal 1 angka 7 Keppres No. 55 Tahun 1993.

Mengenai cara pemberian ganti rugi dalam pembebasan tanah tersebut
UUPA tidak memberikan suatu perincian yang jelas, akan tetapi tata
pemberian ganti rﬁgi ini di atur lebih lanjut dalam PMI>N No.15 Tahun 1975.
Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975
sccara tegas mengisyaratkan, bahwa unsur ganti rugi merupakan syarat
mutlak yang harus di penuhi dalam usaha melepaskan hubungan hukum yang
terdapat diantara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya.

Di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975
ditegaskan bahwa di dalam mengadakan penaksiran / penetapan mengenai besarnya
ganti rugi Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan musyawarah dengan
pemilik tanah berdasarkan harga umum. Berdasarkan pasal tersebut, inti pemikiran

yang dijadikan pedoman dalam menetapkan ganti rugi adalah :
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a. Penetapan ganti rugi harus i dasarkan musyawarah untara panitia dengan
para pemcgang hak atas tanah. Di dalam mengadakan penaksiran  atau
penetapan besarnya ganti rugi panitia hendaknya benar-benar mengusahakan
tercapainya persetujuan kedua belah pihiak berdasarhan atas musyawarah,

~ b. Penetapan ganti rugi haruslah dengan memperhatikan harga umum setempat,
disamping harus memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga
tanah (Abdurrahman, 1983 : 113).

Jadi, di dalam penetapan ganti rugi yang perlu mendapat perhatian adalah
harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat diantara para pihak dan juga
memperhatikan harga umum setempat serta faktor-faktor lainya yang mempengaruhi
harga tanah. Dalam penctapan ganti rugi tersebut pemberian ganti rupi tidak hanya
untuk tanahnya saja akan tetapi termasuk pula tanaman dan banguran yang berada di
atas tanah tersebut,

Sebagaimana iclah disinggung di atas, berkenaan dengan ganti rugi terhadap
tanaman yang berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh Dinas Pertanian,
bangunan yang berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum
menurut Abdurrahman (1983 : 115) dibedakan atas beberapa kriteria ¢
- Bangunan Permanen
- Bangunan Semi Permanen
- Bangunan Darurat.

Selanjuinya dalamn pasal 1 ayat 5 Peraturan Menderi Jdulam negeri No.1s
tahun 1975 di mas mengenai tanah-tanah yang dibebaskan dengan imendapatian
-, ganti rugi dapat berupa :

a. Tanah-tanah yang ftelah mempunyai sesuata hak berdasarkan Undang-undang
No.5 tahun 1960.
b. Tanah-tanah dari masyarakat hukum adat.

Dalam menctaphin bosamya ganti rugi menurut Abdurralunan (1996:53)
harus diperhatikan tentang;

a.  Lokasi dan faktor-taktor strategis lainnya yang dapal mempengaruhi harga tanah.

b. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah dan fasilitas-fasilitas lainva.

¢. Yang berhak atas panti rugi ialah mercka yang berhak atas taah atan bangunan
alau tanaman yang ada di atasnya, dengan  berpedoman dengan Ketentuan-

ketentuan dalam U ndang-undang Pokok Agraria dan kebijakan pomceriniah.
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Panitia Pembebasan Tanah dalam menentukan besarnya ganti rugi terdapat
kata sepakat diantara para anggota panitia dengan memperhatikan kehendak dari para
pemegang hak atas tanah. Jika terdapat taksiran ganti rugi diantara para anggota
panitia itu, maka yang dipergunakan adalah harga rata-rata dari taksiran masing-
masing anggota.

Bilamana panitia sudah dapat menetapkan putusannya mengenai besar dan
bentuk ganti rugi dan keputusan tersebut sudah disampaikan kepada para pihak,
maka instansi yang meminta pembebasan tanah dan para pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan memberitahukan kepada Panitia Pembebasan Tanah dan tentang
persetujuannya atau penolakannya atas penentuan besar atau bentuknya ganti rugi
yang telah ditetapkan itu.

Menurut ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun
1975 disebutkan, bila telah tercapai kata sepakat mengenai besarnya ganti rugi
diantara para pihak, maka pelaksanaan pembayaran ganti rugi harus dilaksanakan
secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah kepada pihak yang berhak.
Dan bersamaan dengan pembayaran ganti rugi itu dilakukan pula penyerahan atau
pelepasan hak atas tanah secara tertulis dihadapan sekurang-kurangnya empat orang
anggota Panitia Pembebasan Tanah diantaranya Camat dan Kepala Desa yang
bersangkutan sebagai bukti telah dilakukan pembayaran oleh instansi yang
bersangkutan dan telah diterimanya uang ganti rugi oleh pihak yang berhak serta
telah dilakukanya pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi sekurang-kurangnya
rangkap delapan.

Apabila terjadi masalah, dimana para pemegang hak menolak ganti rugi dari
panitia, maka ia harus mengajukan penolakanya pada panitia dengan disertai alasan
penolakanya. Panitia Pembebasan Tanah setelah menerima dan mempertimbangkan
alasan penolakan tersebut dapat mengambil sikap sebagai berikut :

a. Tetap pada putusan semula

b. Meneruskan surat penolakan tersebut dengan disertai pertimbangan-
pertimbanganya kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk
diputuskan (1996:55).
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Dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah sebagai instansi banding dan
berkewajiban untuk mencarikan jalan tengah agar dapat diterima oleh kedua belah
pihak. Oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memberikan
keputusan atas pengaduan salah satu pihak mengenai jumlah ganti rugi yang belum
disepakati (Soetomo 1984 : 27).

Setelah Gubernur Kepala Daerah mcmpcrtimbangkl'an dari segala segi, dapat
mengambil keputusan yang sifatnya mengukuhkan putusan Panitia Pembebasan
Tanah. Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut di sampaikan kepada masing-
masing pihak yang bersangkutan dan Panitia Pembebasan Tanah.

2.3.3  Pihak-pihak Yang Berhak Mendapatkan Ganti Rugi

Masalah pokok yang banyak mendapatkan perhatian dalam
pelaksanaan pembebasan hak atas tanah adalah persoalan mengenai ganti
rugi, karena persoalan ini adalah menyangkut masalah hak-hak dari si
pemilik tanah yang bersangkutan yang tanahnya dibebaskan. Dengan
demikian dapatlah dikatakan unsur yang mutlak dalam pelaksanaan
pembebasan hak atas tanah adalah unsur ganti rugi (Abdurrahman,1996:51).

Pengertian ganti kerugian itu sendiri adalah suatu penggantian atas
nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan / atau benda-benda lain yang
terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas
tanah. Hal tersebut berdasarkan pasal 1 angka 7 Keppres No. 55 Tahun 1993,

Menurut Effendi Perangin bahwa yang berhak mendapatkan ganti rugi bukan
hanya mereka yang haknya dicabut melainkan juga orang-orang yang secara sah
menempati rumah atau mengarap tanah yang bersangkutan (1991:42).

Hal ini senada dengan pendapat Abdurrahman yang menyatakan bahwa yang
berhak atas ganti rugi bukan hanya mereka yang di cabut haknya saja akan tetapi
juga terhadap orang-orang yang secara sah menempati atau menggarap tanah yang
bersangkutan. Ganti rugi tidak hanya semata-mata berbentuk uang, akan tetapi dapat
berbentuk tanah atau fasilitas lain (1996:98).

Menurut pasal 6 ayat (1) PMDN No. 15 tahun 1975 ditegaskan bahwa

di dalam mengadakan penaksiran / penetapan mengenai besarnya ganti rugi,
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Panitia Pembebasan Hak Atas Tanah harus mengadakan musyawarah dengan
pemilik atau pemegang hak atas tanah dan atau benda / tanaman yang ada
diatasnya berdasarkan harga umum setempat. Jadi berdasarkan pasal tersebut
penetapan ganti rugi haruslah berdasarkan pada musyawarah antara Panitia
dengan para Pemilik atau pemegang hak atas tanah. Di dalam mengadakan
penaksiran atau penctapan ganti rugi, Panitia hendaknya benar-benar
mengusahakan tercapainya persetujuan kedua belah pihak yang dengan
sendirinya berdasarkan musyawarah pula (1996:51).

Sedangkan pada ayat (2) ¢ hal itu lebih ditegaskan lagi bahwa yang
berhak atas ganti rugi itu ialah mereka yang berhak atas tanah / bangunan /
tanaman yang ada di atasnya dengan berpedoman dengan ketentuan-

ketentuan dalam UUPA dan Kebijaksanaan Pemerintah (Soetomo, 1984:50).

2.3.4 Macam-macam Bentuk Ganti Rugi Hak Milik Atas Tanah
Dalam menetapkan ganti rugi tersebut pemberian ganti rugi tidak
hanya untuk tanahnya saja, akan tetapi termasuk pula tanaman-tanaman dan
bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Dalam hal berkenaan dengan
ganti rugi terhadap tanaman berpedoman pada ketentuan yang berdasarkan
pedoman yang di buat oleh Dinas Pertanian setempat, sedangkan berkenaan
dengan ganti rugi terhadap bangunan berpedoman kepada ketentuan yang
dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat (Abdurrahman, 1996:52).
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 pasal 6 ayat (2) b
bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah, dan fasilitas lain.
(Soctomo,1984:230). Mengenai bentuk ganti rugi menurut Keppres No. 55
Tahun 1993 dalam pasal 13 ditentukan bahwa bentuk ganti kerugian dapat
berupa:
a. Uang;
b. tanah pengganti;

g

pemukiman kembali;

o

gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti rugi sebagaimana

dimaksud dalam huruf b dan ¢ dan;
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€. bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ganti kerugian dengan uang adalah menyangkut besarnya ganti
kerugian dikaitkan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman yang akan
diganti. Dalam prakteknya yang sering dipergunakan sebagai ukuran ganti
rugi dalam pembebasan tanah adalah ganti rugi berupa uang, hal ini
disebabkan karena : .

1. Penetapan harga dasar tanah menurut ketentuan yang berlaku adalah
berupa uang yang dihitung permeter persegi scsuai dengan kelas dan
tingkat produktif dari pada tanahnya.

2. Karena perhitungan ganti rugi berupa uang jauh lebih mudah dan lebih
efektif dari pada ganti rugi yang menggunakan bentuk lain.

Dalam pasal 15 Keppres No. 55 tahun 1993 memberikan dasar dan
cara perhitungan ganti kerugian, yang ditetapkan atas dasar:

a. Harga tanah yang di dasarkan atas nilaj nyata atau sebenarnya dengan
memperhatikan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan yang
terakhir untuk tanah yang bersangkutan .

b. Nilai jual bangunan yang di tafsir oleh instansi Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab di bidang pembangunan,

¢. Nilai jual tanaman yang di atur oleh instansi Pemerintah Daerah yang
bertanggung jawab dj bidang pertanian (1996 : 145).

Akan tetapi patut di catat apa yang dikemukakan di atas hanyalah
untuk pedoman penentuan ganti kerugian karena untuk memberikan ganti
kerugian yang tepenting justru bukannya pedoman seperti tersebut di atas
akan tetapi musyawarah antar kedua belah pihak yaitu antara Panitia dengan
pemegang hak atas-tanah (Abdurrahman, 1996:146).

Ganti rugi berupa tanah ini, Susanto berpendapat “Ganti rugi tanah
terjadi apabila pembebasan tanah itu membutuhkan areal tanah yang luas
seperti untuk pembangunan pabrik-pabrik industri, pembangunan perumahan,
pembangunan jalan raya dan pembangunan lain-lainnya” (1980:9).

Ketentuan tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 15 tahun 1975 pasal 13 ayat 1 sebagai berikut :
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“Apabila pembebasan tanah oleh yang berkepentingan meliputi areal
yang luas, dalam mana pelaksanaan pembebasan tanah tersebut
mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, maka pemberian ijin
pembebasan tanah disertai pula kewajiban bagi pihak yang memerlukan

tanah untuk menyediakan tempat penampungan baru” (Budi Harsono,
1988 : 621).

Dalam pasal 13 Keppres No. 55 Tahun 1993 menyebutkan bahwa ganti
ket:ugian bukan hanya berupa uang tetapi dapat pula berupa tanah pengganti
dan pemukiman kembali atau gabungan dari kemungkinan-kemungkinan
tersebut, misalnya di berikan pemukiman kembali di suatu lokasi tertentu
yang cukup layak di tinjau dari perkembangan sosial ekonomi dan budaya di
tambah dengan uang penggantian, yang kalau diperhitungkan jumlah nilai
antara pemukiman barunya ditambah dengan pengantian uang tidak jauh
berbeda dari nilai jual tanah dan rumah yang diserahkan atau dilepaskan
tersebut. |

Kemudian lebih jauh dalam pasal 13 sub ¢ dimungkinkan pula ganti
kerugian dalam bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang
bersangkutan. Hal ini penting berkaitan dengan kesempatan kerja dan sumber
penghasilan pada masa yang akan datang, sehingga pembangunan suatu
proyek tidak akan menyengsarakan rakyat bahkan sebaliknya akan dapat
lebih membantu kemakmuran seperti misalnya keikutsertaan bekerja dalam
proyek baik pada tahap konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi atau
dimasukkan sebagai pemegang saham yang dapat memperoleh imbalan yang
diterimanya pada masa yang akan datang. Karena itu penggantian ini tidak
hanya sekedar layak tetapi juga edukatif dan mengarah pada kepentingan
masa depan warga masyarakat (Abdurrahman, 1996:148).
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BAB 111

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang Akan
Dibebaskan

3.1.1 Panitia Pembebasan Tanah

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah, peranan Panitia adalah sangat
penting, karena berhasil tidaknya atau kelancaran pelaksanaan pembebasan tanah
Panitia yang menentukan. Panitia Pembebasan Tanah ini dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk satu propinsi atau untuk
masing-masing Kabupaten / Walikotamadia dalam satu wilayah propinsi.

Paniia Pembcbasan Tanah adalah suatu Paniia yang bertugas
melaksanakan pemeriksaan atau penclitian dan penertiban ganti rugi dalam rangka
pembebasan tanah dengan atau tanpa bangunan atau tanaman/tumbuhan di atasnya.
Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun
1975 menguraikan mengenai susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah yang
terdiri dari unsur-unsur :

a. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadia sebagai ketua merangkap
anggota;

b. Seorang Pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingkat I yang ditunjuk oleh
Bupati / Walikotamadia kepada daerah yang bersangkutan sebagi anggota;

¢. Kepala Kantor IPEDA / IREDA atau Pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;

d. Seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah tersebut
sebagai anggota;

¢. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk
apabila mengenai tanah bangunan dan atau Kepala Dinas Pertanian Daerah
Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk jika mengenai tanah pertanian scbagai
anggota;

f. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota;

25
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g Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagai anggota;

h. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadia
yang ditunjuk oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadia yang
bersangkutan sebagai sckretaris bukan anggota (Boedi Harsono, 1988 : 617).

Di dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun
1975 dinyatakan pula bahwa dalam hal-hal tertentu Bupati / Walikotamadia Kepala
Daerah Tingkat I dapat mengetuai sendiri panitia tersebut, Bahkan dalam pasal 3
dari Peraturan terscbut discbutkan "Gubemur Kepala Daerah Tingkat I dapat
menambah anggota Panitia Pembebasan Tanah, apabila ternyata untuk
menyesuaiakan tanah diperlukan seorang ahli".

Panitia Pembebasan Tanah merupakan aparat negara yang anggotanya
ditunjuk dari berbagai instansi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sedangkan
mengenai ruang lingkup dari pada tugas mercka berada dalam wilayah Propinsi dan
Kabupaten / Kotamadia.

Panitia Pembebasan Tanah tersebut mempunyai tugas, tugas Panitia tersebut
bukan hanya sekedar bekerja dibelakang meja saja, akan tetapi harvs melihat secara
langsung . Bahkan jika dianggap perlu panitia tersebut dapat memanggil pihak-pihak
yang bersangkutan untuk melengkapi data atau keterangan berkenaan dengan tanah
yang akan dibebaskan (Abdurrahman, 1988:113). Adapun tugas atau kewajiban
dari Panitia Pembebasan Tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.15 tahun1975 pasal 3 adalah :

a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanah,
tanaman dan bangunan-bangunan;

b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan
atau tanaman;

¢. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;

d. Membuat berita acara pembebasan tanah diserta fatwa perimbangannya;

€. Menyaksikan pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada yang berhak atas tanah
atau bangunan atau tanaman tersebut.
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Melihat kepada komposisi kepengurusan serta tugas dari panitia dimaksud
maka inti persoalan sesungguhnya dari pada pelaksanaan pembebasan tanah adalah
terletak pada Panitia terscbut. Schingga berhasil tidaknya pembebasan tanah
dimaksud adalah tergantung pada hasil kerja dari panitia tersebut (Abdurrahman,
1983 :113).

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pembebasan tanah setelah acara
pembebasan tanah sclesai dibuat seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan
tugasnya Panitia mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh Camat, Kepala Desa,
Pemilik tanah yang tanahnya terkena pembangunan proyek. Dalam pertemuan
tersebut panitia memberikan motivasi, penjelasan maupun pengertian mengenai
tanah yang akan terkena pembebasan untuk pembangunan proyek, dimana
pembangunan proyek ini merupakan proyek untuk kepentingan umum. Disamping
itu juga diberikan penjelasan mengenai adanya ganti rugi bagi mereka yang
seluruhnya terkena pembebasan tanah.

Dalam hal para pemilik tanah tidak berkeberatan dilakukan pembebasan
tanah kemudian Panitia Pembebasan Tanah mengadakan sidang-sidang disertai
pemeriksaan yang teliti setempat dengan mengingat luas, letak, keadaan tanah,
status tanah atau bangunan serta tanaman yang ada. Sidang tersebut dilakukan
karena kemungkinan terjadi tanah warisan yang masih dalam persengketaan.
Apabila terjadi hal yang demikian maka dalam pelaksanaannya menunggu sampai
sengketa tersebut selesai. Jika pembangunan perlu segera di laksanakan akan tetapi
sengketa tersebut belum dapat diselesaikan, maka panitia mengadakan musyawarah
dengan Camat, Kepala Desa serta Pemilik tanah yang masih dalam sengketa dengan
menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, sampai menunggu proses
putusan yang tetap.

Berkenaan dengan masalah pembebasan tanah, maka masalah yang
sclanjutnya akan dihadapi oleh Panitia Pembebasan Tanah adalah mengenai
penetapan ganti rugi.
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3.1.2 Penetapan Dan Pemberian Ganti Rugi

Suatu kenyataan yang sering timbul, bahwa sechubungan dengan
pengambilan tanah-tanah milik penduduk, maka reaksi yang terbesar adalah
ditunjukkan kepada kehendak untuk minta ganti rugi atas tanahnya yang akan
dipergunakan untuk proyek pembangunan. Adanya ganti rugi ini adalah memang
Syarat utama atau pokok yang harus dipenuhi, sebab jika tidak disertai dengan ganti
rugi tidaklah dapat dikatakan sebagai pembebasan tanah, akan tetapi sebaliknya
yaitu perampasan hak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 pasal 6 ayat 1
menyatakan bahwa :"Di dalam mengadakan penaksiran atau penetapan mengenai
besarnya ganti rugi, Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan musyawarah
dengan para pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah dan atau benda/tanaman
yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat”. Berdasarkan pasal tersebut
inti pemikiran yang dijadikan pedoman dalam menetapkan ganti rugi adalah :

a. Penetapan ganti rugi haruslah didasarkan musyawarah antara Panitia dengan
para pemegang hak atas tanah. Di dalam mengadakan penaksiran atau
penctapan  besarnya ganti rugi  Panitia hendaknya benar-benar
mengusahakan tercapainya persetujuan kedua belah pihak berdasarkan
musyawarah.

b. Penetapan harga ganti rugi haruslah dengan memperhatikan harga umum
setempat, disamping harus memperhatikan faktor-fakior lain yang
mempengaruhi harga tanah (Abdurrahman, 1983 : 113).

Sechubungan dengan hal tersebut Boedi Harsono mengatakan :
"Sebagai bahan untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi yang layak
perlu antara lain dikumpulkan data-data mengenai perkembangan nilai tanah
didacrah-dacrah pembangunan. Data-data tersebut akan berguna untuk
mengetahui apakah kenaikan harga tanah disuatu daerah disebabkan faktor-
faktor ekonomi yang wajar ataukah karena spekulasi. Demikian juga sampai
dimana perbaikan prasarana yang diadakan oleh pemerintah setempat

diperhitungkan dalam kenaikan nilai tanah di suatu daerah" (1980 : 76).

Mengenai harga dasar di jelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri, tanggal 24 Februari 1975 No. Ba 2/384/2/75 yang dimaksud dengan harga
dasar adalah harga umum setempat atau harga pasaran setempat yang diambil
secara rata-rata tiga bulan terakhir. Dalam menetapkan harga dasar dalam suatu
wilayah Kabupaten / Kotamadia sesuai dengan penggunaan tanah yang
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bersangkutan (misalnya : Tanah Pertanian, Perdagangan, Industri Pabrik dan lain-
lain). Kemudian harga dasar tersebut oleh Panitia diadakan peninjauan kembali
atau peyusunan setiap tahun sekali (Abdurrahman, 1983 : 115).

Pemberian ganti rugi tidak hanya untuk tanahnya saja, akan tetapi termasuk
pula tanaman dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Penetapan ganti
rugi terhadap tanaman berpedoman pada Ketentuan yang dibuat oleh Dinas
Pertanian. Sedangkan mengenai bangunan berpedoman pada Dinas Pekerjaan
Umum setempat. Abdurrahman mengatakan bahwa : “Mengenai ganti rugi
bangunan biasanya dibedakan atas beberapa kriteria yaitu : bangunan permanen,
bangunan semi permanen, bangunan darurat (1983 : 115). Dalam menetapkan
besarnya ganti rugi ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 Peraiuran Menteri Dalam
Negeri No. 15 tahun 1975 harus memperhatikan tentang :

a. Lokasi dan faktor-faktor strategis lainya yang dapat mempengaruhi harga tanah;

b. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah dan fasilitas-fasilitas lain;

¢. Yang berhak ganti rugj jalah mereka yang berhak atas atas tanah atau bangunan
atau tanaman yang ada di atasnya, dengan berpedoman dengan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Kebijakan Pemerintah.

Kembali pada masalah ganti rugi dalam rangka pembebasan tanah, apabila
telah tercapai kesepakatan diantara panitia, Pemilik tanah berdasarkan hasil
musyawarah, maka Panitia menyampaikan pada pimpinan proyek mengenai
kesepakatan besarnya ganti rugi. Dengan telah disepakatinya besarmya ganti rugi
maka pelaksanaan pemberian ganti rugi harus dilakukan secara langsung antara
pemimpin proyek dengan pemilik tanah. Di dalam kenyataan sering dijumpai
pemilik hak atas tanah-tidak menyetujui mengenai besarnya ganti rugi. Apabila
terjadi penolakan mengenai besamya ganti rugi maka pemilik tanah harus
mengajukan permohonan dengan disertai alasan penolakan kepada Panitia
Pembebasan Tanah. Setelah menerima dan mempertimbangkan alasan penolakan
terscbut Panitia dapat mengambil sikap :

a. Tetap pada putusan semula;
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b. Meneruskan surat penolakan dimaksud dengan disertai pertimbangan-
pertimbangannya kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkuatan untuk
diputuskan.,

Kemudian Gubernur Kepala Daerah dengan mempertimbangkan dari
berbagai segi dapat mengambil keputusan yang bersifat mengukuhkan putusan
Panitia Pembebasan Tanah atau menentukan lain untuk mencari jalan tengah yang
dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sehingga jalan keluar apabila ketentuan yang
tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan maka dapat diambil langkah yaitu
mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi setempat menurut Peraturan
Pemerintah No.39 tahun 1973 tentang acara penetapaﬁ ganti rugi oleh Pengadilan
Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di
atasnya. Dapat juga mengajukan gugatan perdata biasa kepada Pengadilan Negeri
setempat (Abdurrahman, 1983 : 119),

Dari uraian di atas maka menurut hemat saya bilamana pemilik tanah
menuntut suatu ganti rugi kepada pihak proyek merupakan suatu yang wajar
anggapannya tanah atau bangunan atau tanaman adalah hasil jerih payahnya sendiri
atau warisan dari nencic moyang. Apabila orang lain ingin memilikinya harus
dengan suatu pengorbanan pula. Pengorbanan yang dimaksud dengan mengganti
Jerih payahnya dengan sesuaty yang lain mungkin uang, tanah, ataupun fasilitas
yang lainnya. Dimanapun tempatnya apabila pihak pemerintah maupun swasta
memerlukan tanah hak milik maka tuntutan yang paling utama dan paling pokok
adalah ganti rugi (K Wantjik Saleh, 1985 : 66).

3.2 Akibat Hukum Bagi Penjual Dan Pembeli Hak Atas Tanah Yang
Bersertifikat No.354 Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung
Reg. No. 674 K/Pdt/89

Permasalahan peradilan sengketa dekat dengan permasalahan keadilan dan
kepastian hukum dalam suatu masalah hukum. Putusan peradilan atau keputusan
hakim hanyalah merupakan salah saty pelaksanaan hukum,
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Apabila hukum dilanggar dan ada pihak vang merasa dirugikan baik
perseorangan / Badan Hukum / Negara, maka yang berkepentingan mengajukan
tuntutan ke pengadilan atau hakim yang akan memeriksa tuntutan hak atau perkara
lersebut.

Dalam mengadili perkara yaitu memberikan kepada yong berkepentingan
hak atau hukumnya, hakim berbuat melaksanakan hukum. Daiam melaksanakan
hukum tersebut sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-undang No.14 tahun 1970
mewajibkan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang,
hidup di dalam masyarakat, Hakim tidak hanya menerapkan hukumnya saja tetapi
Juga harus menemukan dan menciptakan hukum.

Berbicara mengenai tuntutan ganii rugi secara perdata, maka vang menjadi
dasar tentunya adalah pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan bahwa “Tiap-tiap
perbuatan  melanggar hukum yang membawa Kerugian kepada scorang  lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganii
kerugian tersebut”. Sebelum membahas lebih jauh perlu diketahui pengertian dari
pada “Perbuatan Melawan Hukum” (Onrechtmatige daad) im sebagaimana terdapat
dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Perbuatan itu mengandung  pengertian  melawan  hukum mengandung
pengertian yang luas, bukan saja perbuatan yang langsung melanggar norma-norma
lain seperti, kesusilaan, sopan-santun dan adat kebiasaan. juea perbuatan itu
- mengandung kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Biasanya pada
pasal 1365 KUHPerdata jika seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan
hukum dan telah terbuki kesalahannya, maka terhadap dirinya dapat dilakukan
penuntutan ganti rugj. Untuk. menentukan suatu perbuatan itu melawan hukum
maka harus dipenuhi unsur-unsur :

a. perbuatan itu harus melawan hukum;

b. ada kerugian;
ada hubungan sebab akibal antara perbuatan melawan hukum itu dengan
kerugian-kerugian yang ada;

d.  adanya kesalahan;
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¢. adanya penggantian kerugian.

Kerugian dari seseorang dapat disebabkan karena perbu.tan melawan
hukum oleh beberapa orang, baik karena mereka secara bersarna-sama melakukan
perbuatan melawan hukum alaupun masing-masing (eipisah satu dari yang lain
melakukan perbuatan melawan hukum dan Karepa pembarengan dari perbuatan
vang dilaksanakan pada saat yang bersamaan berturut-tusut, menyehabkan
terjadinya suatu kerugian. Masing-masing orang melakukan perbuatan melawan
hukum tersebut bertanggung jawab untuk seluruh kerugian kepada si penderita.

Dalam kasus Perkara Reg. No. 674 K/Pdi/1989, Penggugat (Steve Foceh)
menganggap perbuatan Tergugat I (Bupati KDII TK [ Kupang) vang telah
membebaskan tanah sertifikat 354 melakukan perbratan melanggar hukum. karena
suatu kesalahan dalam pemberian ganti rugi terhadap pemegang hak atas tanah vang
sebenarnya dalam hal ini Steve Foeh, Penggugat merasa bahwa dialah yang paling
berhak menerima ganti rugi tersebut karena tanah vang telah dibebaskan terscbut
telah menjadi miliknya vang sah karena pada tanggal 18 Juli 1983 oleh Arnolud
Ndolu dijual bebas kepada penggugat, sedangkan jual beli itu dittangkan dalam akta
PPAT. Dengan dasar itulah penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat 11

Sclaras dengan jiwa dan ketentuan UUPA No. 5 tahun 1960 Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam Kkasus tersebut memberikan dasar
pertimbangan bahwa pada dasarnya jual beli tanah sejak tanggal 24 september 1960
sampai sckarang bersifat Kontante Handeling (Tunai), maka sejak terjadinya
kesepakatan atas obyek dan harga jual beli, telah sah dan scrapurna jual beli
tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukau antara Steve Foeli dengan
Amolud Ndolu tersebut. dianggap telah sah dan sempurna pula, schingga hak atas
tanah yang bersertifikat No.354 sejak terjadinya kesepakatan atas obyek dan harga
Jual beli itu hak atas tanah secara otomatis telah berpindah pula saat itu juga kepada
pembeli (Steve Foch).

Dengan berdasarkan pertimbangan di atas kemudian Mahkamah Agung
memutuskan bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat (Steve Foeh) dan

Tergugat T (Arnolud Ndolu) oleh hukum dinyatakan sah. Dengan demikian
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pemegang hak atas tanah scjak terjadinya jual beli yang sah adalah Penggugat,
sedangkan Tergugat Il (Amolud Ndolu) yang telah menerima ganti rugi dari
Tergugat I oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung terscbut maka mau tidak
mau hal tersebut harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena
upaya hukufn yang paling akhir dalam lingkungan peradilan adalah kasasi. Dari
pelaksanaan putusan Mahkamah Agung itu akhimya membawa akibat hukum bagi
Tergugat dan Penggugat. Akibat hukum yang dimaksud disini adalah adanya hak
dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya putusan tersebut.

Hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari pelaksanaan putusan Mahkamah
Agung tersebut adalah bahwa Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah yang sah
berhak menerima ganti rugi atas tanah yang telah dibebaskan guna pembangunan
jalan umum. Sebaliknya Tcxgﬁgat II tidak sah dan tidak berhak menerima ganti rugi
atas pembebasan tanah dan Ia berkewajiban menyerahkan ganti rugi kepada
Penggugat sebesar Rp 5.811.000,00 atau sesuai dengan harga ganti rugi yang telah
diberikan kepadanya. Sedangkan mengenai biaya-biaya dalam perkara mulai dari
biaya perkara di Pengadilan Negeri sampai biaya perkara Kasasi ditanggung para
Tergugat. Hal ini disebabkan bahwa timbulnya perkara tersebut karena perbuatan
: melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Schingga mereka
yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut dirasa wajar dan adil
membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

3.3 Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Agung Reg No.674 K/Pdt/1989

Dalam kehidupan schari-hari yang erat kaitannya dengan hubungan antara
seseorang dengan orang lain, baik disadari atau tidak, terkadang menyebabkan
kerugian bagi pihak lain, baik kerugian yang sifatnya materiil maupun kerugian yang
bersifat non materiil (immateriil). Kerugian yang dialami oizh pihak lain ini tidak
terlepas dari keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan tersebut melalui
berbagai cara meskipun apa yang dilakukannya itu merugikan pihak lain lebuh-lebih
apabila melanggar aturan hukum yang berlaku.
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Atas keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan sah jual beli antara
Penggugat dengan Tergugat, penulis pada intinya dapat menyetujui keputusan
Mahkamah Agung tersebut, namun demikian ada hal-hal yang seyogyanya juga
harus dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan
yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi' yang menguatkan keputusan
Pengadilan Negeri Kupang,

Penulis setuju dengan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan sah
Jjual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat. Pada awalnya tanah yang
menjadi pokok persengketaan tersebut merupakan tanah hak milik Tergugat 11, akan
tetapi pada tahun 1981 tanah terscbut dijual kepada Steve Foch (PPenggugat) dan
pada tanggal 18 Juli 1983 oleh Penggugat dibuatkan akra jual beli antara Penggugat
dengan Tergugat II yang berlangsung di depan PPAT dalam hal ini selaku Camat
Kupang Tenggah.

Apabila melihat ketentuan pasal 5 UUPA maka di sana telah disebutkan
bahwa hukum adatlah yang diberlakukan untuk hukum agraria yang baru dengan
ketentuan bahwa hukum adat yang dinyatakan berlaku tersebut tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas
persatuan bangsa; sosialisme Indonesia; ketentuan-ketentvan  dalam UUPA;
peraturan-peraturan lain di bidang agraria; dengan unsur-unsur agama.

| Hukum adat yang berlaku tersebut adalah hukum ada yang ielah disancer.
Dengan demikian sistem yang dipakai schubungan dengan perbuaian hukum jual
beli hak atas tanah sesudah tanggal 24 September 1960 tersebut adalzah sistem vang
dianut dalam hukum adat, sedangkan sistem hukum barat tidak berlaku lagi.

Di dalam hukum adat sistem yang dipakai berkenaan dengan jual beli hak
alas lanah ini umumnya dikenal dengan sistem yang bersifat kontante handeling
atau perbuatani tunai atau simultanous transfer, artinya sejak saat terjadinya
persetujuan tentang objek dan harga tanah, maka transaksi Jual tanah telah terjadi
dengan sah dan hak atas tanah langsung atau serentak berpindah dari kepemilikan
penjual kepada pihak pembeli, Sedangkan mengenai pendafiaran tidak merupakan

syarat sahnya jual beli tanah dan tidak Jjuga merupakan syarat sahnyva peralihan hak.
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Pendaftaran hanya menyempurnakan peralihan untuk dapat mengikai pihak ketiga.
Hal ini mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.123 K/Sip/1970.

Pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan akibat hukum dari transaksi jual beli terscbutpun telah
dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan mendasarkan pada hukum yang
berlaku. Akan' tetapi ketika ada suatu pembebasan tanah guna pembuatan jalan
umum yang mencakup tanah sertifikat No.354 telah terjadi kesalahan atau kelalaian
dari Panitia Pembebasan Tanah dalam hal pemberian ganti rugi kepada mereka
yang berhak atas ganti rugi terscbut.

Pemberian ganti rugi diberikan kepada yang berhak atas tanah / bangunan /
tanaman / benda-benda lain yang ada di atas tanah yanyg akan dibebaskan. Mereka
yang berhak adalah mereka yang memiliki benda-benda tersebut dengan cara yang
telah ditetapkan hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat atau beberapa
orang. Cara-cara kepemilikan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku
dianggap tidak sah dan bagi yang bersangkutan dianggap tidak berhak memiliki atas
benda itu. Cara-cara perolehan hak milik yang tidak sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam hukum positif atau dilakukan dengan cara melawan hukum itu
akan berakibat membawa kerugian pihak lain.

Suatu perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain tersebut, maka dengan mendasarkan pasal 1365 KUI{Perdata yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
Perbuatan melawan hukum pada kasus tanah No. 674 K/Pdv/1989 dischbabkan
Camat dan Kepala Desa sclaku anggota Panitia Pembebasan Tanah tidak
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan membuat  inventarisasi yang
sebenarnya dan mengadakan perundingan. Lebih jauh pada saat penetapan ganti
rugi juga tidak bermusyawarah dengan Pemegang hak atas tanah yang sah.

Berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Camat dan Kepala Desa
mengetahui adanya kesalahan pemberian ganti kerugian ini dan memberitahukan
secepatnya kepada Panitia Pembebasan Tanah. Padahal Camat merupakan Pejabat
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Pembuat Akta Tanah yang telah membuatkan akta tanah yang bersangkutan.
Sebagai Camat yang juga selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut pasti
mempunyai arsip akta tanah yang telah mereka buat, akan tetapi nampaknya Camat
tersebut tidak menyerahkan arsip akta tanah yang ia buat den dibutuhkan pihak
Panitia Pembebasan Tanah untuk mengetahui pihak mana yang lebih berhak
menerima ganti kerugian itu.

Keadaan ini disebabkan tidak adanya pemisahan administrasi pertanahan
dengan administrasi pemerintahan. Meskipun peraturan yang ada tidak mewajibkan
Camat untuk mendirikan administrasi Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan letapi
scharusnya Camat yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta T'anah
selalu memisahkan administrasi pertanahan dengan administrasi pemerintahan. Hal
ini bertujuari apabila terjadi pembebasan tanah seperti yang terjadi di Kupang dapat
diketahui sccara mudah pemilik hak atas tanah yang sah. Demikian pula halnya
dengan Kepala Desa yang mengetahui adanya peristiwa jual beli tersebut dan Jjuga
selaku anggota Panitia Pembebasan Tanah tidak pula memberitahukan tentang
keadaan yang sebenarnya. Padahal peristiwa mengenai jual heli tanah tersebut
tercatat dalam buku desa, dan buku desa itu Juga tidak ia beritahukan pada pihak
Panitia Pembebasan Tanah. Hal ini merupakan bukti bahwa Panitia Pembebasan
Tanah tidak maksimal melakukan tugas dan kewajiban dalam pasal 3 PMDN No.
15 Tahun 1975 yang telah diberikan kepadanya. Kelalaian dalam menjalankan tugas
dan kewajiban tersebut telah membawa kerugian pitak lain dalam hal ini Pengpugat
(Steve Foeh).

Keadaan ini mungkin tidak akan terjadi seandaiuya pilwk penerima ganti
kerugian yakni Amolud.Ndolp sebagai Tergugat TI mempunyai ctikad baik yaitu
dengan memberitahu dan menolak pemberian ganti kerugian vang telah diberikan
kepadanya. Pemberitahuaan tersebut setidak-tidaknya dapat mengontrol Panitia
Pembebasan Tanah dalam melakukan tugasnya. Dengan adanya pemberitahuan
terscbul maka Panilia Pembebasan Tanah akan melakukan tindakan yang scsuai
dengan keadaan yang sebenarnya, vaitu memberikan ganti kerugian kepada

pemegang hak atas tanah yang sah.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

Melihat uraian pada bab-bab terdahulu maka sampailah pada bab kesimpulan
dan saran dari penulisan skripsi ini. Berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan
pada bab-bab terdahulu ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan  dari

penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud adalah sebagai

berikut :
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Panitia Pembebasan Tanah tidak menjalankan keteniuan-ketentuan atau prosedur
hukum yang benar. Kesalahan prosedur dari Panitia Pembebsasan ‘T'anah terscbut
telah di pertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagai tindakan
yang salah, terbukti dengan dil;ala[k.'um)-';l putusan  Pengadilan Tinggi  dan

pengadﬂan Negeri Kupang.

2. Bahwa dengan adanya itikad tidak Jujur / itikad tidak baik dari Tergugat T dan
Tergugat II, maka akibat hukum dari pemberian ganti rugi tanah yang akan
dibebaskan tersebut menjadi batal. Schingga dengan mendasorkan pada ketentuan
hukum yang berlaku maka yang berhak atas pemberian ganti rugi adalah
Penggugat karena hak atas tanah yang akan dibsbaskan tersebut merupakan hak

milik yang sah dari Penggugat.

37
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4.2 Saran

1. Perlunya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah memisahkan administrasi
pertanahan dan administrasi pemerintahan sehingga tidak akan terjadi kekacauan

apabila ada pembebasan tanah.

2. Perlu dijalin komunikasi langsung antara pihak pembebas tanah atau pembeli
dengan warga masyarakat yang tanahnya hendak dibcbaskan. Tni dimaksudkan
agar tidak terjadi Missunderstanding (kesalahan pahaman) antara pihak pembeli
atau pembebas tanah dengan warga masyarakat dalam hal pemberian ganti rugi

yang ditetapkan.;

3. Mengingat pemberian ganti rugi itu seringkali menjadi permasalahan dalam
rangka pembebasan tanah, maka hendaknya terhadap masalah ganti rugi perlu
mendapat perhatian yang scrius dari pihak pembebas tansh. Sedapat mungkin
dihindari penggunaan kekuasaan dalam rangka terlaksananyz upayva pembebasan

tanah tersebut.
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PENGADILAN NEGERI

PUTUSAN
Nomor: 73/PDT/G/1983/PN - Kpg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Kupang yang
mengad:li perkara Perdata pada tingkat Per-
tama, telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :

STEVE F O E H, Umur 38 tahun, pe-
kerjaan Pegawai, bertempat tinggal di Jalan
~Zosasih, Keiurahan Bonipoi, Kecamatan
Kupang Utara, Kabupaten Dati Il Kupang
selanjutnya disebut. . . . PENGGUGAT;

26 — Varia PERADILAN &9

41

MELAWAI:

I. BUPATI Kepala Daerah Tingkat
Il Kupang Cq. Kepala Dirextorat Agra-
ria Kabupaten Kupang, yang untuk selan-
jutnya disebut. . . . TERGUGAT I;

I[I. ARNOLUD NDOLU, Umur 37 ta-
hun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Desa Oebofu, Kecamataz Kupang Tengah,
Kabupaten Dati [I Kupang, yong selarniut-
nya disebut . ... TERGUGAT 1i;

Pengadiian Negeri tersebur,

Mendengar kedua belah pikak;

Mendeagar sskst-saksi;

Membacz surat-surac buka;

Memperhatikan Berita Acar: persidane-
an;

T SR R § TR Sy PR
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA -

Menimbang, bahwa Penggugar melalui
Kuasanya: JOSEPH KOTHAN, SH dan
KANISIUS BERA, SH, Keduanya dari
Lembaga Xonsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) TRISULA Cabang Kupang Nu-
sa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kua-
sa Khusus Tanggal 15 Okrober 1953, No-
mor 130/K/Pdt/1983, telah mengajukan gu-
gatan rerhadap para Tergugat yang isinya
sebagai berikut : :

1. Bahwa Penggugat pada tahun \1981;

membeli 2 (dua) bidang tanah dari Tergu-
gat II, masing-masing dengan GS, No.40
dan GS Nomor 41/81, tanah mana terletak
di Desa Oebofu, Kecamatan Kupang Te-
ngah Kabupaten Daerah Tingkat II Ku-
pang;

2. Bahwa tanah dengan GS. nomoc.41/8]
tersebut di atas dengan Luas 9128 m2, ke-
mudian sebagainya direncanakan untuk
dibuka jalanan umum, sehingga pada a-
khirnya terbit GS. Nomor 1376/83, Sertifi-
kat Nomor 354 denganLuas Tanah 6.915
m2;.

3. Bahwa tanah yang Bersertifikat Nomor
354 dengan luas Tanah 6.915 m?2 di atas pa-
da tanggal 18 Juli 1983 dibuatkan Akte Jual
Beli antara Penggugat dengan Tergugat
0, yang berlangsung di depan Pejabat Pemn-
ouat Akte Tanah (PPAT) Wilayah Kupang
Tengah di Tarus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan
pertama kedua belah pihak telah hadir di
mana Penggugat dihadiri ojeh Kuasanya, se-
dang pihak Tergugat dihadiri oleh:

I. Tezeugat I hadir GERSON 3. NDA-
MANTNA, BA;

2. Tergugat I hadir ARNOLUD NEOLLT
hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Maielis telah berusa-
na mendamaikan kedusz belah pihak yang
bersengketa, axan tetapi tidak berhasil, den
Panggugat terap mempertahankan Gugat-

. annyas;

Menimbang, bahwa unruk meneguhkan
dalil gugatannya Pihak Penggugar telah me-
ayerahkan dalam persidangan Forto Copy
Surat-surat bukei berupa:
1.Surat Bukii P.1 berupa Kwitansi Jual
Beli;

2.Surat Bukti P.IT berupa Kwitansi Bes
Materai BBN;

3.Surat Bukti P.IIT berupa Bea Sertifika:
Balik Nama;

4.Surar Bukti P.IV berupa Kwitansi Pe-
lunasan SKP. Gubernur tanggal 3 Pe-
bruari 1983 Nomor 70/1/ 1/Kpg/HMB/-
KADIL/1983;

5.Surat Bukri P.V berupa Zwitansi
SKPT/Biaya Sertifikar SKPT;

6.Kwitansi PPAT - Surat Bukti VI beru-
pa Kwitansi PPAT dan Honor para saksi
dengan Nomer 3/PPAT/KK T/juli 1983,
tanggal 8 Juli 1983;

7.Surat Bukti P.VIL. berupa Sertifixat No-
mor 354.GS. Nomo- 1376/1983;

8.Surat Bukti P.VIII, berupa Akta Jual Be-
li, Nomor Seri 4794580;

9.Surat bukti P.IX. berupa Akie Pelepas-

an Hak; * '

{0.Surat bukti P.X. berupa surat permyataan
jual-Beli, dari tergugat [I;

!1.Surat Bukdi P.X!. berupa laporan bulan-
an Juli 1983 dari PPAT, Kecamatar Ku-
pang Tengah, tanggal 3 Agustus {983;

'2.Surat Bukri P.XII. berupa surat kete-
rangan tidak minta ganti ruzi dari Amo-
lus Ndelw/Tergugar 11 kepada Bupati
Kepala Daerah Tingkar I Kabupaten
Kupang dan Wai kota Kupang;

!3.Surat Bukti P.XIiI. berupa SKPT No-
mer 1/1983 GS. Nomor 41/193] - Luas
7128 m2 dan GS. Nomor 40/193] Luas
1973 m2;

12.GS. Nomor 41/1981 luas 9128 m2 dan
GS. Nomcr 46/1981 Luas 4973 m2;

Menimbang, hatrws selzin Suras-surat
dukti tersebut di atas Pengzugat teias pula
mengajukan saksi-saksi yaitu;

L
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SAKSII: G. HANING umur 30 tahun, pe-
cerjaan Pegawai, bertempat tinggal di De-
sa Sikumana, Kecamatan Kupang Barat,
dan beragama Kristen Protestan;

dibawah sumpah menerangkan pada pokok-

nya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi jual beli Tanah
antara Penggugat dan Terzugat II, dan
telah dibuatkan Akte Jual Beli pada tang-
gal 8 Juli 1983;

- Bahwa pembuatan Akte Jual Beli dilaku-
kan di hadapan Camat Kupang Tengah
sebagai pejabat pembuat Akte Tanah un-
tuk Kecamatan Kupang tengah, ditanda
tangani oleh kedua belah pihak serta di-
saksikan pula oleh saksi sebagai Staf Ke-
camatan Kupang Tengah serta Kepala
Desa Cebufiz bernama: J. Anaabul

- Bahwa saksi tidak mengetzhui apakah
uang jual belinya sudah diterima oleh
penjual/Tergugat [T atau belum, akan te-
tapi yang saksi ketahui bahwa kwitansi
jual belinya ditujukan dan diserahkan ke-

pada Camat demikian pula Sertiiikatnya

berupa fotocopy;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapat te-
guran dari Kantor Agraria Kabupaten
Kupang atas terjadi transaksi jual beli ta-
nah tersebut;

SAKSI I, JAHANIS AMABI, Umur 67

tahun, pekerjaan EX Kepaia Desa Cebo-

fu, bertempat tinggal di Oetafu Kecamat-
an Kupang Tengzh, dan beragama Kristen

Protestan;

di bawah sumpah menerangkan pada pokok-

nya sebagai berikut ; '

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Desa
Ocebofu, mengetahui bahwa telzh terjadi
jual beli tanah antara Penggugat dan ter-
gugat II - oleh karena pernah saksi me-
nanda tangani: Surat perjanjian jual-beli
antara Penggugat dan Tergugat I, serta
ikut menanda tangani Akte Jual Beli se-
bagai saksi yang dilakukan di hadapan
Camat Xupang Tengah sebagai pe-
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jabat pembuat Akta; dalam ke Jual
beli antara Penggugat dan Tergugat I

- Bahwa saksi juga mengetahui bates-batas
tanah sengketa, oleh karena saksi selalu
hadir pada setiap pengukuran tanah;

- Bahwa pada waktu penandatanganan Su-
rat Jual Beli kedua belah pihak yakni
Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di
Kantor Kecamaran;

SAKSI I MERRY TREINA NALLE -
OKTAVIANUS: Umur 36 tahui, peker-
jaan "Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan

Garuda, No.8 Kelurzhan Soler, dan bera-

gama Kristen Protestan;

dibawah sumpah padz pokoknya mznerang-

kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mémbeli tanah de-
ngan GS, No.41/3} dari Tergugut II pa-
da tahun 1983, dan sebagai pa .iar saksi
telah mengerahkan uang sebesar Rp.2.
500.000,- (dua juta lima rarus ribu
rupiah).

- Bahwa saksi memberit<ukan iepada Ste-

ve Foeh/Penggugat tentang hal tersebut
dan penggugat mengatakan kepada saksi
bahwa tanah yang akan dibeli oizh saksi
elah dibeli oleh penggugat pada tahun
1987, dan penggugat menerangkan kepa-
da saksi agar tidak meneruskan niatnya
membeli tanah tersebut;
~ Bahwa pada waktu Tergugat 7' raemba-
wa sertifikat tanah untuk diserihkan ke-
padz saksi, saksi menyatakan agar
_sertifikat tersebut diserahkan kepada
Penggugat; '
~ Bahwa uang saksi kemudian diganti de-
ngan uang ganti rugi tanah olzh Depdik-
bud setahun kemudian, yang diserahkan
oleh saudara Esau Saubaki;

SAKSI IV DANIEL DETHAHN, wnur 36
tahun, bertempat tinggal di Tode Kicer, Ke-

~ camatan Kupang Utara, pekerjasn pegawai

Bouraq, dan beragama Kristen I'rotestan;
di bawah sumpah menerangkan pada pokok-

it e i R smid
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nya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernah
penggugat membeli tanah dari Tergugar
[T seluas 9128 M2, dan saksi mengetahui
karena saksi adalah sopir Bus milik Peng-
gugat dan Tergugat II sering naik Bus
Tersebut dan minta uang pada saksi;
Menimbang, bahwa Tergugat I untuk
meneguhkan dalil banrahannya telah menga-
jukan bukti berupa surat-surat yaitu:
! Surat bukti TI.1 berupa surat perintah
Tugas No.04/Pem,014.5/1/84;
2. Surat bukti T1.2'berupa daftar peneri-
maan ganti rugi tanah; ‘
3. Surat bukti TL3 berupa pernyataan me-
lepaskan hak No.10/AGR/KPG/ 1983;
4. Surat bukti TI.4 berupa Berita Acara
pembebasan tanah No.1/PPT/KPG/-
1983;

bebasan ganti rugi tanah a.n. Arnolus
Ndolu di desa Ocebof, tertanggal 20 Pe-
bruari 1983;

6. Surat bukti TL.6 berupa sertifikat (tan-

da Bukti hak) No.1376/1983;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah
mengajukan pula surat bukti berupa Foto-
copy Surat Keputusan Kepala Daerah Ting-
kat I NTT, No.70/l/1/KPG/HMB/KA.
DID/83 (bukti TIJ.1); ' )
 Menimbang, bahwa segala yang berlang-
sung dalam persidangan berupa tangkisan/-
jawaban, replik, duplik serta pembuktian
termuat seluruhnya dalan: Berita Acara Per-
sidangan; .

Menimbang, bahwa kedua belah pihak te-
lah pula mengajukan kesimpulan serta mo-
bon keputusan; '

“"TENTANG HUKUMNYA?”
Mienimbang, bahwa maksud darj gugatan
penggugat pada pokoknya menuntut agar;
l. Menyatakan- Sahnva Jual-Beli antara
Penggugat dengan Tergugat 11 atas ta-
oah GS.1376/83, Sertifikat No.354, yang
dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta

5. Surat bukt TL.5 berupa keterangan pem- -

Tanah (PPAT) tanggal 8 Juli 1983;
Membaralkan pembebasan Tapah se-e
Ganti Rugi tanah milik Penggugat yang
dilakukan oleh Tergugar ! dan Tergugat
II;

to

- M’enyatakan bahwa perbuatan Tergugat

imembebaskan tanah milik Penggugat se-
bagai "’perbuatan melawas hukum
oleh Penguasa’’;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugar
II dalam hal pembebasan tanah dan me-
nerima Ganti Rugi adalah perbuaran t-
dak Sah;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dalam
tangkisannya telah menyangkal dan meno-
lak dalildali! gugaran Penggugar, sedangkan
Tergugat IT mengakui bahwa ia telah man-
jual tanahnya kepada Penggugat dan dibuar-
kan Akta Jual beli pada tanggal 8 Juli 1983;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga
mengakui bahwa terhadap. tanah miliknya
yang sekarang menjadi sengketa, oleh peme-
rintah dibebaskar selain untuk memenu-
hi/menyesuaikannya dengan Rencana Induk
Kota Kupang; :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergu-
gat [I menolak dalil-dalil gugatan Penggu-
gat, maka Penggugat telah mengaiukan
bukti-bukti serta saksi-saksi seperti tersebut.
di atas; '

Menimbang, behwa fakta-fakta yang ter-

ungkap dipersidangan ternyata bahwa: An-

tara Penggugat dan Tergugat II telah terjadi
jual beli terhadap tanah milik tergugat II,
yang sekarang jadi sengkera;

Menimbang, bahwa Jual-beli rarsebut te-
lah dilakukan terhadap tanah milik Tergu-

-gat II dengan Sertifikat No.354 GS.

No.1376/1983; dan telah dilakukan di ha-

dapan Pejabat pembuat Akte Tanah;
Menimbang, bahwa pertama-tama harus

dibuktikan di sini adalah "Apakah benar

- Tergugat I telah melakukan perbuatan

melawan Hukum dalam hal tergugat [
membebaskan tanah milik tergugat 11"
Menimbang, bahwa dari buki-bukti yang
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dizjukan oleh Tergugat II, ternyata bahwa
pa"a saat Tergugat | hendak membebaskan
tanah di lokasi Site II-di lckasi perencanaan
Tata Kota Kupang Tengah dengan Sertifi-
kat No.354 GS. 1376 dalam buku tanah
yang berzda di Kantor Tergugat I, masih
terdaftar atas nama Tergugar I

Menimbang, bahwa selain tanah milik
Tergugat Il yang dibebaskan oieh Tergu-
gat I, masih terdapat sejumlah pemilik ta-
nah lainnya yang tanahnya dibebaskan ber-
sama-sama dengan tinah milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk pembebasan
tanah dengan Sertifikat No.354 GS.No.-
1376, Tergugat II telah menerima ganti rugi
sejumlah Rp.5.811.000,- (lima juta delapan
ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebasan tanah
yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan
surat perintah bertugas No.04/Pem/014.5/-
[/84 dari Bupati Daerah Tingkat [T Kupang,
untuk membebaskan tanah seluas 130 HA
pada lokasi perencanaan Site II, untuk ke-
pentingan perencanaan pada Tingkat II Ku-
pang, (Bukti TL1);

Menimbang, bahwa Tergugat II, tidak
pernah memberitahukan kepada Ter-
gugat I/Panitia pembebasan tanah pada
waktu itu, bahwa tanahnya telah dijual ke-
pada pcnggugat, schmgga dalam daftar pe-
milik tanah yang akan dibebaskan tetap pada
nama Tergugat II, sehingga Tergugat II-lah
yang diundang untuk bermusyawarah de-
ngan Tergugat I serta menerima uang gan-
ti rugi karena adanya pembebasan tanah
tersebut dari tergugat [;

Menimbang, bahwa selain dari Tergugat

I1, yang tidak melaporkar. tentang telah di-
jualnya tanah milik tergugat II kepada Peng-
gugat, Seharusnya Camat Kupang Tenoah
dan Kepala Desa Oebofu yang mcngetahu.l
tentang adanya jual beli tanah dengan ser-
tifikat 354. GS. 1376/1983 menginformasi-
%an kepada Panitia i.c. Tergugat I tentang
tanah milik tergugat II yang akan dibebas-
kan itu, bahwa tanah tersebut telah dijual
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oleh Tergugat II kepada Pengguzar, slei ka-
rena Camat Kupang Tengah dan :lepala
Desa Ocbofu selain menanda tangar* Surat
Akta Jual Beli antara Perggugat dm Ter-

gugat I, juga menjadi saksi cen turut
me_nandatanga"l. Surat Pernyataan relepas-

kan Hak No.10/GR/KPG/1983 (Bukti T1.3)
dalam hal ini objek dari tanah yang dijual
kepada penggugat olen Tergugat Il dan
yang dibebaskan adalah sar:a;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keten-
tuan Pasal 19 dari UUPA bahwn penggu-
gat meskipun telah melakukan jval beli
dengan Tergugat di muka pejabat yung ber-
wenang, akan tetapi oleh karena tanah ter-
sebut belum dibalik namakan sr2; nama
Penggugat maka, Penggugat secara cdminis-
trasi belum menguasai tanah terset: 't seca-
ra penuh.

Menimbang, bahwa Tergugat U me-
ngaku, bahwa perbuatannya menerimna ganti
rugi atas tanah yang tidak lagi mern;adi mi-
liknya, adalah perbuatan yang melawan hak,
dan mengaku bersedia mengembalikan
ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkar uraian-
uraian serta pertimbangan pertimbangan
tersebut di atas ternyata bahwa:

Tanah yang dibebaskan oleh Pz:.itia pem-
bebasan tanah dengan Sertifikat N.:.35-:.G5S.
Mo.1376/83 pada saat dibebaskan m=.ih ter-
daftar atas nama Tergugat II;

Tergugat II tidak pernah menerangkan ke-
pada Panitia/Penggugat tentang adanya jual
teli/pengalihan hak atas tanah antara Ter-
gugat II dan Penggugat;

Camat Kupang Tengah dan Kepala De-
sa Oebofu, sebagai orang-orany yang me-
ngetahui tentang adanya jual-beli tanzh
antara Tergugat II dan Penggugat, menan-
da tangani Akta Jual Beli dan j juga. sebagai
saksi dan turut menanda tangani surat pe-
iepasan hak, no.10/AGR/KPG/19%3, tidak
perrai: menginformasikan kegada Pa-
nitia pembebasan tanah/ Terpugat |
tentang status dari tanai sengkets nada saa:
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tanah itu akan dibebaskan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian ter-
sebut di atas, maka Pengadilan berpendapat
bahwa dalam pembebasan tanah yang
dilakukan oleh Tergugat I, bukannya
perbuatan melawan Hukum,;

Meniinbang, bahwa oleh karena perbuat-
an Tergugat [ bukan perbuatan melanggar
hukum, maka gugatan penggugat terha-
dap Tergugat I harus dinyatakan, tidak da-
pat diterima; '

Menimbang, bahwa oleh karena dalam
persidangan terungkap bahwa tergugat I,
termasuk orang yang beretiket buruk,
oleh karena selain ia menjual tanah milik-
nya dengan sertifikat No.354 GS. 1376 ke-
pada Penggugat dan telah menerima uang
harga tanah tersebut, ia telah pulz meneri-
ma uang ganti rugi pembebasan tanah atas
tanah yang sama, tanpa memberitahukar
tentang adanya pengalihan hak atas tanah
tersebut karena jual beli; :

Menimbang, bahwa oleh karena penggu:

gat tidak menuntut agar tergugat II untuk
menggantikan kerugian yang diakibatkan
oleh perbuatan Tergugat II, maka gugatan
terhadap Tergugat II pun dinyatakan tidak
dapat diterima;
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam
persidangan terungkap bahwa tergugat II,
termasuk orang yang beretiket buruk,
oleh karena selain ia menjual tanah milik-
nya dengan sertifikat No.354 GS. 1376 ke-
pada Penggugat dan telah menerima vang
harga tanah tersebut, ia telah pula meneri-
ma uang ganti rugi pembebasan tanah atas
tanah yang sama, tanpa memberitahukan
tentang adanya pengalihan hak atas tanah
tersebut karena jual beli; _

Menimbang, bahwa oleh karena penggu-
gat tidak menuntut agar tergugat II untuk
menggantikan kerugian yang diakibatkan
oleh perbuatan Tergugat II, maka gugatzn
terhadap Tergugar II pun dinyatakan tdak
dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karcna gugatan

penggugat tidak dapat-diterima maka peng-
gat haruslak dihukum untuk membayar
biaya perkara inj;
Menginga: titel V dari RBg serta peramur-
an-peraturan lainnya yang bersangkutan;

"MENGADILL?”

Menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk membayar
biaya perkara yang kini dilanggar sebesar
Rp.100.000,-; (seratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari SELA-
SA, tanggal 15 Maret 1988, oleh Majelis
Hakim dengan M. SALEH AMBUWA-
RU, SH. selaku Kerua I. WAYAN SUGA-
WA, SH dan JOHN KUPA selaku Hakim
Anggota dan pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk vmum,
yang dihadiri oleh Gerzon Tanuab, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Nege-
ti tersebut, dan kedua belah pihak yang ber-
perkara;
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PUTUSAN BADAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN
Reg..No. 674 K/Pdt/1989.-

DEMI KEAD{LAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara perdata dalam tingkat ka-
sasi telah mengambil putusan sebagai beri-
kut dalam perkara:

STEFE FOEH, SH., bertempat tinggal

_ di Jalan Kosasih, Kelurahan Bonipoi, Ke-

camatan Kupang Utara, Kabupaten Dati II

Kupang, Pemohon Kasasi dahuly Penggu-

gat Pembanding;
melawan: :

I. BUPATI KEPALA DAERAH TING-
KAT I KUPANG Cq. KEPALA DI-
REKTORAT AGRARIA KABUPA-
TEN KUPANG; ;

2. ARNOLUS NDOLU, bertempat ting-
gal di Desa Oebofu, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Dati II Kupang,
Termohon-Termohon kasasi dahuly
Tergugat-Tergugat Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat ter.
sebut ternyata bahwa sekarang Pemohon ka-
sasi sebagai Penggugat asli telah menggugat
sekarang Termohon-Termohon kasasi seba-
gai Tergugat-Tergugat asli d‘muka persi-
dangan Pengadilan Negeri Kuparig pada po-
koknya atas dalil-daiil:

bahwa Penggugat asli pada tahun 1981
membeli 2 bidang tanah dari Tergugat asli
II masing-masing dengan GS nomor 40 dan
GS No.41/81 yang letaknya seperti tersebut
dalam gugatan;

bahva tanah dengan GS No.41/81 terse-
but di atas dergan luas 9.128 M2 sebagian-
nya direncanakan uniuk dibuka jalan umum,
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sehingga pada akhirnya terbit GS ™.0.1375/
83, sertifikat No.345 dengan !i.:: ranal
6.915 M2;

bahwa tanah yang bersertifikat seperti ter-
sebut diatas, pada tangzal § Juli 1983 ibuar-
kan zkte jual-beli aniarg Penggusiri asli
dengan Tergugat asii II yang berlangsung
di depan Peiabat Pembuat Aktz Tanih wi.
layah Kecamatan Kupang Tengah ¢i Tarus;

bahwa tanah yang dimaksud pada point
3 tersebut di atas, pada tanggal 29 Sepiem-
ber 1983 dibebaskan oleh Tergugat asli 1
dengan ganti rugi sebesar Rp.5.811.(:00,—
ganti rugi mana telah diserahkan kapada
Tergugat asli II tanpa berunding aizupun
bermusyawarah dengan Penggugat 1:ij se-
bagai pemiliknys;

bahwa atas pembelaan tanah terss! ot di
atas Penggugar asli telah mengajukau hepa-
ratan kepada Tergugar asli | maupun 2pa-
da Tergugat asli II akan tetapi tidak di-
perhatikan oleh Tergugat asli 1 Jan Tergu-
gat asli II;

bahwa perbuatan ataupun tindaka. Ter-

- gugat asli I sebagai dalam kedudukanu v se.-

bagai Ketua Panitia pembebasan tanah
tersebur yang teleh melakukan pembebasan
tanah tanpa musyawarah dengan Penggugat
asli sebagai pemiliknya dalam diklasifis.- se-
bagai perbuatan penguasa yang mela yzpai
hukum;

bahwa perbuatan Tergugat asli 11 yang te-
lah menerima pembayaran ganti rugi aras
tanah milik Penggugat asli tersebut solain
merupakan perbuatan yarg sifatnya melang-
gar hukum adalah juga merupakan perbu-
atan ataupun lindakan yang tidak sah.

bahwa nuntuk menjamin gugatan Pereou-
gat asli tersebut, maka mohon agar t= ha-
dap tanah sengketa diletakkan sita jarrinan
(conservatoir beslag);

bahwa berdasarkan hal-%ai terent: Jt, .na-
ka Penggugat asli menuntii, ke.uda
Pengadilan Negeri Kupang supaya men o0
rikan putusan sebagai berikyr:
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l. Menerima dan mengabulkan gugatag
Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sahaya jual beli antars
Penggugat dengan Tergugat IT atas ta-
nah GS 1376/83, sertifikat No.354 yang
dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta
Tanah tanggal 8 Juli 1983;

. Membatalkan setidak-tidaknya menyata-
kan batalnya pembebasan serta gant rugi
tanah milik Penggugat yang dilakukan
oleh Tergugat I dan' Tergugat II;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat
[ yang telah membebaskan tanah milik
Penggugat tanpa bermusyawarah dengan
Penggugat adalah ’perbuatan pengua-
sa yang melanggar hukum;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Terguga:
II yang telah melakukan pembebasan
serta menerima ganti rugi darj Ter-
gugat [ adalah perbuatan yang tidak

sah;

L

6. Menyatakan sah dan berharga sitaan ja- .

minan atas tanah dalam perkara ini;

- Menyatakan bahwa putusan dalam per-
kara ini dapat dijalankan terlebih dahu-
lu walaupun Tergugat I dan Tergugat
IT mengajukan verzet, banding atau ka-
sasi;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat
II uatuk membayar segala biaya vang
timbul dalam perkara inj;

Atau: -

- Memohon putusan lain yang dianggap
adil dan bijaksana;

bahwa terhadap gugatan tersebut telah di-
nyatakan tidak dapat diterima oleh Pe-

s |

ngadilan Negeri Kupang, yairu dengan

putusannya tanggsl 15 Maret 1988 No.73/
Pdi/G/1983/PN.KPG.;

putusan mana dalam tingkat banding atas
permohionan Penggugat telah dikuatkan
oleh Pengadilan Tinggi
putusannya tanggal 26 Oktober 1988 No.
92/Pdt/1988/PT.K.;

bahwa sesudah putusan terakhir jq: diber-

i Kupang dengan’

tahukan kepada Penggugat Pembanding pa-
da tanggal 26 Nopember 1988 kemudian
terhadapaya oleh Penggugat Pembanding
diajukan permohonan kasasi secara lisan pa-
da tanggel 9 Desember 1988 sebagaimana
ternyata dari akte permohonan Fasasi

No.73/Pdt/G/1988/PN.KPG. yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, -

permohonan mana kemudian disusy] oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember
1988; :

bahwa setelah itu oleh Tergugat-Ter-
guggat Terbanding yang pada tanggal 3 Ja-
nuari 1989 telak diberitahukan tentang
raemori kasasi dzari Penggugar Pembanding
dizjukan jawaban memor; kasas; yang dite-
rima di Kepanitaraan Pengadilan Negeri

Kupang pada tanggal 25 Januari 1989, de-

ngan demikian jawaban memori/risalal; ka-

sasi itu diajukannya setelah tenggang waktu

yang ditentukan dalam pasal 47 ayar 3

- Undang-Undang Mahkamah Agung No, 14
tahun 1985 lampau, maka jawaban memo-
ri/risalah kasasi ity tidak dapat diperharikan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a
quo beserta alasan-alasannya telah diberi-
tahukan kepada pihak lawan dengan seksa-
ma diajukan dajam tenggang waktu dap
dengan cara yang ditentukan dalam Undang-

Undang, maka oleh karena iy permohonan

kasasi tersebut formi] dapat diterima;

\7 Menimbang, iahwa keberatan-
kederatan yang diajukon oleh pemohon ka-
sasi dalam memori Kasasinya rersebut pada
pokoknya ialah:

1. Bahwa Hakim Pengudilan Tinggi Ku-
pang telah salah menerapkan hukum
sthap dalem putusannya mengakui ada-
nya transaksi ‘val tali antara Penggugat
asal dengan Tergugat 20 [ sebelum di-
bebaskan oleh Tergugat asal I, maka de-
agan adanya pengakuan inj Pengguyar
asal sebszai pemeli yang heyirikad baik
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harus dilindungi (purusan Mahkamah
Agung R.I No.1674 KJ/Sip/1982), di sa-
tu pihak jual beli tznah yagn suduh
dianggap san tidak boleh dibatalkan, ka-
rena belum didafrarkan untuk balik na-
ma (putusan Mahkamah Agung tanggai
2 Desermber 1975 No.765 K/Sip/75); di
iain pihak karena Tergugat asal tidak ber-
musyawarah dengan Penggugat asal se-
bagal pemilik terakhir atas tanah seng-
keta adalah bertentangan dengan keten-
tuan pasal 1 ayat | jo pasal 6 avat 1 dan
2 huruf C. Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 15 tahun 1975;

2. Bahwa pelepasan hak yang dilakukan

oleh Tergugar asal I adalah dengan iti-
kad buruk deugaa demikian pelepasar
hak atas tanah sengz\eka antara Tergugat
asal I dengan Tergugat asal [I yang di-
dasarkan atas itikad buruk rersebut de-
ugan sendirinya tidak sah aan harus
dibatalkan;

3. Bahwa ]udcx facti tidak tepat dan benar
lalam mempertimbangkan alat-alat bukti
Fenggugat asal baik alat-alat bukti tertu-

lis maupun bukti-buku saksi, padahal -

Penggugat ass! telah mengajukan 4 orang
saksi termasuk di dalamnya Camat Ku-
pang Tengah dan Fepala Daerah Desa
Oebufu yang pada pokoknya menguat-
kan gugaien Penggugat asal, karcnanya
terhadap hal-tal yang meny'mgkut pem-
bukitan pada Tingkat Kasasi masih -
perkenankan oleh Pendirian Mahkamal:
Agung R.I. (putusan Mahkamah Agung
R.I. No. 1159 K/Pdt/1986);

Menimbang:
mengenai keberatan ad. l:
bahwa keberatac ini dapat dibenar
kan, karena judex facd telah salak me.
Lﬁmpk«a hukum, karena telah menyim-
putkan keabsahan jual beli tasah digantung
secara matizk pada yuridische "v“l‘:ﬂ r
(balik nama) dari pemilik semula kepada
pembeli,
Pertir:bangan dan kesimpulan judex fac-
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ti tersebut di atas jelas keiliw diry © g

dan ketentuan Ugdang-Undang .k

Agraiia No.5 tahun 1960 maupun «nga
vurisprudensi tetap vang masih tetep Jigc-
gang samipai sekarang }ana m.uc;asx:" vah-
wa karakier transaksi jual beli tanzin reiak
berlzkunya Undang-Undang Pokol: rigraria
adalzh bersifat kontante handeling {u-
nax),make sejak terjadinya k" p&k (T3l atas
objek dan harga jual beli, telah eah don sem-
purna jual beli tersebut. Kemudier eas
kontante handeling yang dianut sictin hu-
kum ada: tidak menaeqal prosedsr |- amiss-
han penyerahan nyata (feitelijk leic iag)
dengan peayerahan yuridis berupa b
ma (juridische levering atau overschr. o).

In kasu antara Penggugat .zsa' dor: Tar-
gugat asal II telah disepakari objek dan v
tanah, dengan demikian inal heli el :-:'u
dan sempurna mesgipuz belum cine oinn
balik nama dari atas nama Tergugn =i il
sebagai-penjual keatas nama P:w\gw:r SERLY
sebagai pembeli.

Berarti sejak tertadmya perserujuar trad-
saksi tanah terperkara sudah sah menjuii -
lik fenggugat asal. Oleh karena Pc:‘\—:',a Jat
asal sudah sah menjadi pemilik, maks vang
berhak menerima ganu rugl dad piher. Ter-

gugat asal [ adalah Pengzugat asal "t nk.af’
Tergugat asal iI. Hol i m*pun telah diaxui
oleh Tergugar asal II sendivi Dengr Lo
mikian pembayaran ganti i *u;; vang -
kan Tergugar asal I kepada lergasc. asal
Ii adzlah tindekan yang mengindur = per-
huatan melawan hukur: yang inewa'ibkan
para Terdakwa asal tapcgung reni: » un-
wk membayar kembali ganti rugi fu xens-
da Penggugart asal. Hal ini sesuvai ¢ ipan
"doktrin hukum™ yAOg - nengajarka: bl
wa ¢2'am hal rerjaci perLvatan melsw - 1 hu-
xum yang Jdilaku'an oleh lebils duii «: rony
(beberapa orang), adalah adil dar w, i
tuk menghukum para pelaku sgar 7. uya
ganti rugi secara {anggung 'onien;,

Msnimoazg, bahwa 1mr\.}\1.-,z ~< aikar
dali! Feapgugat asal deagan fakta-fakn yany

dxken?usana“ dglam pameriksaan Dxla se-

o e e . —— =
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"tu segi serta untuk lebih menjerninkan dan

mengefektifkan putusan pada segi lain,
Mauhkamah Agung berpendapat untuk ie-
ngabulkan gugatan Penggugat asal berdaus::-

kun petitum ex aquo et ‘boxno, yang

. dimintanya pada petitum subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertim-
bangan di atas maka dengan tidak perlu
mempertimbangkan keberatan-keberatan ka-
sasi vang lainnya menurut pendapat Maa-
kamah Agung terdapat cukup alasan uatuk
mengabulkan permohonan kasasi yang di-
ajukan oleh pemohon kasasi: Stefe Foet,
SH. tersebut dan untuk membatalkan pu-
tusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26
Oktober 1988 No0.92/Pdv/1988/PT.K. dan
putusan Pepgadilan Negeri Kupang tang-
gal 15 Maret 1988 No.73/Pdt/G/1983/
PN.KPG., sehingga Mahkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara ini;

Memrnbang, bahwa para Termohon ka-
sasi/Tergugat-Tergugat asal sebagai pihak
yang kalah dalam perkara ini akan dihukum
untuk membayar semua biaya perkar? caik
dalam tingkat pertama, tingkat banding don
tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-
Und2ng-To.14 tahun 1970 dar Undang-
Undang No.i4 tzhun 1985 vang bersang-
kutan; .

MENGADILI:

Meagabulkan permohonan kasasi dari Pe-
mohon kasasi: STEFE FOEH, SH.
tersebut;

Membatalkan putusan Pengad:lan
Tinggi Kupang, tanggal 26 Oktober 1982
No.92/Pdt/1988/PT.K. dan putusan Penga-

dilan Negeri Kupang tanggal 15 Maret 1988

10.73/Pdt/GI1983/PN.KPG.;

DaN MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan Gugatan Subsidair.

- Mengibulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian;

- Menyatakan sah, jua! beli antara Peng-
gugat dengan Tergugst i ctas tanman
GS. Nn.1376/1983 sertifikat No.354 yang
dibuat cleh dan dihadapan Pejabat Pem-

buar Akta Tansh (PPAT) weaggal § juil
1983, ‘ 50

- Menyatakan balwa perbuatan Tergugar
[ yang telah membebaskan tanan milik
Pengzugat dan perbuatan Tergugat 11
yang telsh menerima ganti rugl dari Ter-
gugat [ tersebut adalah merupakan Ypers
buatan melawan bugum’’;

- Menyatakan bahwa gembav.mm canii
51 vane Jibayar Tergugat [ Kepad.; 'I'

at 11 tersebut adalah tidak sah;

- Mﬂngln.mm Tergugat  dan Tergugat 1,
tanggung renteag untuk membayar gan-
ti rugi kepada Penqbugat sebesar
Rp.5.811.000,— (lirua juta delapan ratus
sébelas ribu n.piah)

- Meaghukum Tergugat [ dan Tergugat [
untuk membayar sem.i2 biaya perkara
baik dalam rigyia: pertama, tingkat ban-
ding dan tingkat kasasi, biaya perkara da-
lam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp.20.000,— (dua puiuh ribu rupiah); v
Demikian diputuskan daian: rapat permu-

‘syawaratan Mahkamah Agung pada hari: Se-

uin, tanggal 29 Okicber 1990 dengan R.
Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda yang
ditunjuk oleh Ketua Manhkamah Agung =e-
bagai Ketua Sidang, M. Yzhya Harahap,
SH. daz Kohar Hari Soemarno, SH. se-
bagai Hakim-IIakim Anggota dan diucap-
kan dalam sidang terbuka untuk umum pads
bari: SABTU, TANGGAL 8 DESEM-
BER 1990 oleh Kerua Sidang tersebut, de-
ngan dihadiri olelt M. Yahya larahap, SH.
Kokar Hari Soemarno, SH. Hakim-Hakim
Anggota dan Mawardi D. Thoha, SH, P«
nitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
keduz belak pihak.-

Salinan Resmi putusae ini diberikan ke-
pada VARIA PEPZADILAN:

MAHKAMAH AGUNG R.L
Dl"l‘}'tm. Perdata,
G.b.
Kepala Sub. Direkivrar Xasasi Perdata.
(NY. 1.C.A. RUJATI TEA{ADJA, Si.)
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